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BAB 1V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Sesuar dengan Perda Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang dan
ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 30 Tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sintang disebutkan
bahwa Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan
daerah setingkat Badan, dipimpin oleh Inspektur yang bertanggung jawab
langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari
Sekretaris Daerah

Memperhatikan Peraturan Bupatt Sintang Nomor 30 Tahun 2008, Tugas
Pokok Inspektorat Kabupaten Sintang adalah melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan
atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan
desa.

Lebith lanjut disebutkan Inspektorat Kabupaten mempunyai fungsi
sebagai berikut
a. Perencanaan program pengawasan,

b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
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c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;

d. Pengelolaan  administrasi  umum  meliputi  penyusunan  program,
ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga,
perlengkapan, humas dan arsip di bidang pengawasan;

e. Pembinaan kelompok jabatan fungsional Inspektorat;

t.  Evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi,

g Pelaksanaan tugas lamn yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Sintang, terdin dari:

1. Inspektur

o

Sekretariat

a. Subbag Perencanaan

b. Subbag Evaluasi dan Pelaporan

¢. Subbag Umum dan Kepegawaian

3. Inspektur pembantu Bidang Pengawasan Kesekretanatan, Kecamatan,
Kelurahan dan Desa

4. Inspektur pembantu Bidang Pengawasan Dinas dan Lembaga Teknis Daerah

5. Inspektur pembantu Bidang Pengawasan Khusus dan Evaluasi Kinerja

6. Kelompok Jabatan Fungsional.
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Struktur Organisast Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 30

Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten

Sintang adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1.

INSPERKTUR

Struktur Organisast Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang
Nomor 30 Tahun 2008 tentang Susunan Organisast dan Tata
Kerja Inspektorat Kabupaten Sintang

SEKRETARIS
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
PERENCANAAN EVALUASE DAN UMUM DAN
PELAPORAN KEPEGAWAIAN

-

s

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

T
INSPEKTUR

PEMBANTU BIDANG

PENGAWASAN

KESEKRFETARIATAN,

KECAMATAN,
KELURAHAN DAN
DESA

INSPEKTUR
PEMBANTU BIDANG
PENGAWASAN DINAS

DAN LEMBAGA
TEKNIS DAKRAH

t
INSPEKTUR
PEMBANTU BIDANG
PENGAWASAN
KHUSUS DAN
EVALUASI KINERJA

Sumber:

Visi

Inspektorat

Kabupaten

Inspektorat Kabupaten Sintang, 2016

Sintang

adalah,

“Terwujudnya

penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien melalui pengawasan yang

profesional”. Rumusan visi di atas dapat dideskripsikan sebagai berikut:
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a. Penyelenggaraan pemerintahan adalah pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan
umum Kabupaten Sintang dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

b. Efektif dan Efisien adalah optimalisasi pencapaian tujuan yang telah
ditetapkan dengan pemanfaatan sumber daya yang paling menguntungkan bagt
pembangunan daerah.

c. Pengawasan yang profesional adalah pengawasan yang dilakukan oleh Aparat
Pengawas Fungsional yang memiliki keahlian dan keterampilan di bidangnya
sesual dengan standar pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional
Pemerintah.

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan dalam rangka
menjabarkan VISI yang telah ditentukan. Inspektorat Kabupaten Sintang sesuai
dengan kewenangan yang diberikan serta tugas pokok dan fungsmya telah
merumuskan dan menetapkan MISI sebagai berikut:

1. Meningkatkan profesionalisme aparat fungsional,

2. Melaksanakan pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur, Bidang
Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat serta Bidang Keuangan,
Pendapatan dan Kekayaan Daerah;

3. Mendorong terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instans: Pemerintah Kabupaten
Sintang.

Inspektorat Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsi didukung oleh 66 orang Pegawai Negen Sipil (PNS) dengan komposisi dari
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segl kepangkatan/golongan ruang, terdiri dan: Golongan 11 : 3 orang, Golongan
Il : 54 orang, Golongan IV - 9 orang. Dari segi1 kualifikasi pendidikan formal,
terdirt dari: S2 : 12 orang, Sl :46 orang, D3 : 2 orang, SLTA : 6 orang. Dan
segl pegawal yang telah mengikuti Diklat PIM, terdint dari: Diklat SPAMEN/Pim
Il -1 orang, Diklat SPAMA/Pim IIl : 4 orang, Diklat ADUM/Pim IV : 10
orang. Dari segi jabatan struktural/Eselon sebagai berikut: Eselon Il : 1 orang,

Eselon 111 : 4 orang dan Eselon IV: 3 orang

B. Hasil Penelitian

1. Implementasi Audit Keuangan Dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Alokasi
Dana Desa

Audit terus berkembang dan audit keuangan berkembang menjadi audit
ketaatan, kemudian menjadi audit operasional. Ketiga jenis audit in1 merupakan
tugas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Intemal, namun dapat juga
dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Ekstemal tergantung
penugasan yang diterimanya. Audit Keuangan adalah audit untuk menentukan
apakah Laporan Keuangan secara keseluruhan sesuai dengan kriternia yang
ditentukan.

Menurut hasil wawancara dengan Inspektur Kabupaten Sintang,
berkaitan dengan pemeriksaan keuangan Desa:

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah kami melakukan pemeriksaan apakah

ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang Alokasi Dana Perimbangan
Desa. Jika ada, memeriksa apakah Peraturan Daerah tersebut telah
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didukung dengan Peraturan Bupati tentang penetapan Alokasi Dana Desa.
Memeriksa apakah penetapan Alokasi Dana Desa telah mempertimbangkan
faktor pemerataan, keadilan, serta potensi desa. Dilakukan pemeriksaan
apakah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah memuat sumber-
sumber pendapatan desa, yaitu : Pendapatan ash desa, Bagi hasil pajak
daerah dan retribus: tertentu; Bagian dart dana perimbangan keuangan
Pemerintah, Pemerintah Provinsi yang diterima oleh Kabupaten;, Bantuan
Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
Hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.

Hal senada diungkapkan pula oleh salah seorang Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Sintang;

Kami selalu memeriksa apakah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
telah melalur pembahasan dan disetujur bersama oleh Kepala Desa dan
Badan Permusyawaratan Desa. Memeriksa apakah Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
Memeriksa apakah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah didukung
dengan rencana kegiatan desa. Memeriksa apakah bantuan Keuangan dari
Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten telah disalurkan
melalul Kas Desa. Memenksa apakah Desa telah menerima alokasi dana
perimbangan desa dan bagi hasil pajak daerah, retribusi tertentu, bagian dari
dana perimbangan keuangan dart Pemerintah, Pemerintah Provinsi sesuai
periode yang ditetapkan. Memeriksa apakah realisasi penerimaan dana desa
tersebut telah sesuai dengan perhitungan sebagaimana mestinya. Memeriksa
apakah penggunaan Alokasi Dana Penmbangan Desa telah mengacu pada
komposisi: Minimal 60% digunakan untuk pembiayaan pembangunan sarana
dan prasarana desa;  Maksmmal 30% digunakan untuk pembiayaan
operasional aparatur desa dan Badan Permusyawaratan Desa; Maksimal 10%
digunakan untuk bantuan kepada lembaga kemasyarakatan dan organisasi
lainnya yang diakui Pemerintah Desa.

Aparat Pengawasan Intern Pemernintah lainnya pada Inspektorat
Kabupaten Sintang menyatakan aspek lainnya yang menjadi fokus pemeriksaan
keuangan adalah:

Memeriksa apakah ada sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan
dikelola oleh desa diambil oleh pemerintah atau pemerintah provinsi.
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Memernksa apakah ada sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik
pajak maupun retribust namun masih ada pungutan tambahan oleh
Pemerintah Desa. Memeriksa apakah sudah semua jenis pengeluaran sesuai
dengan Rencana kegiatan Desa yangtertuang dalam dokumen anggaran
belanja desa. Memeriksa apakah telah dilakukan evaluasi terhadap hasil
pelaksanaan kegiatan desa. Memeriksa apakah Kepala Desa telah membuat
dan menyampaikan laporan penggunaan dana alokasi desa secara berkala
kepada Bupati Sintang.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dan Pengelolaan Keuangan Desa. Seluruh kegiatan yang didanai Alokasi Dana

Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan mehibatkan

seluruh unsur Masyarakat di Desa. Seluruh kegiatan dipertanggungjawabkan

secara Administrasi, Teknis dan Hukum. Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan

menggunakan Prinsip Hemat, Terarah dan Terkendali.

Pengelolaan ADD dilaksanakan dengan suatu sistem yang terintegrasi dan

diwujudkan dalam APB Desa yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan

Desa. Kode Rekening Pendapatan Dalam APB Desa adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Kode Rekening Pendapatan Dalam APB Desa di Kabupaten
Sintang

Kode Rekening Uraian

4 PENDAPATAN DESA

4 i1 Pendapatan Asli Desa

4 1111 Hasil Usaha Desa

4 (11101 Badan Usaha Desa

4 (1102} |BadanKreditDesa |

4 [1,1{03 Koperasi Desa

4 11]2 Hasil kekayaan Desa i

4 |112101 Tanah Kas Desa;

4 112102 pasar Desa,
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Kode Rekenin Uraian

4 2103 bangunan Desa;

4 1112104 obyek rekreasi yang diurus oleh Desa;

4 1112(05 pemandian Umum yang diurus oleh Desa;

i 11206 hutan Desa;

4 1112107 perairan/pantat dalam batas tertentu yang diurus oleh Desa;

4 11208 tempat-tempat pemancingan di sungai yang dikelola oleh
Desa;

4 | 1]2]09) | tempat pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa,

4 [112]10 lain-lain kekayaan Desa

4 1113 Hasil swadaya dan partisipast

4 111301 iuran per Kepala Keluarga (iuran KK);,

4 111]13]02 iuran tempat penitipan Kendaraan/Sepeda/Sepeda Motor; o

4 111303 hasil Swadaya dan Partisipasi lain yang ditetapkan dengan
Peraturan Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan

] yang berlaku

4 1114] Hasil gotong royong

4 1114]01 peran serta Masyarakat dengan kesadaran dan Inisiatif sendin

4 1114102 kerjasama yang spontan dan sudah melembaga

4 1115 Lain-lain Pendapatan Asli Desa

4 11]5101 gant1 ongkos cetak Surat-Surat/Blanko-Blanko;

4 111502 biaya Legalisasi Surat-Surat;

4 [1]5]03] |biaya Legalisasi Wesel,

4 11504 | sewa tanah kas Desa;

4 11505 lain-lain  Pendapatan Asli Desa yang ditetapkan dengan
Peraturan Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan
yang berlaku.

4 |2 B Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah ]

4 1211 Bagi Hasil Pajak

4 1212 Bagi Hasil Retribusi

4 13 Bagian Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten

4 1311 Alokasi Dana Desa

4 14 Bantuan Keuangan Darn Pemerintah, Pemerintah Provinsi,

4 | | | |DanPemerintah Kabupaten . |

4 1441 Bantuan Keuangan Dan Pemerintah Pusat

4 1412 Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Provinsi

4 |4]3] | |BantuanKeuangan Dan Pemerintah Kabupaten

4 {43101 [TPAPD
4 1413102 TPBPD
4 141303 Santunan Temenggung/Penggawa Adat
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Kode Rekening Uraian
4 |5 | | Hibah dan sumbangan
4 1571 Hibah

4 |52 Sumbangan

Sumber: Inspektorat Kabupaten Sintang, 2016.

Berdasarkan data di atas, Pendapatan Desa terdir1 atas Pendapatan Ash
Desa, Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah, Bagian Dana Perimbangan
Pemerintah Kabupaten serta Bantuan Keuangan Dan Pemerintah, Pemerintah
Provinsi, Dan Pemerintah Kabupaten. Kode rekening ADD ditempatkan pada
Bagian Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten.

Selanjutnya, Kode Rekening Belanja Dalam APB Desa adalah sebagai
berikut:

Tabel 4.2. Kode Rekening Belanja Dalam APB Desa di Kabupaten

Sintang
Kode Rekenin Uraian B
5 | BELANJA DESA
5 ' | BELANJA TIDAK LANGSUNG |
5 01 (1 [ PENGHASILAN  TETAP, TUNJANGAN DAN }
SANTUNAN |
5 11 |1]01 Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa i
5 J 1 |1]02 9 Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD ;
S |1 1103 ; Santunan Kesehatan Perangkat Desa "J
5 1 11104 ‘L Santunan Kesehatan Anggota BPD o g
571 11105 L Santunan Kematian Perangkat Desa dan Anggota BPD
511 (1106 l Santunan Akhir Jabatan Kepala Desa J
511 11107 Santunan Bendahara Desa ‘j
5 |1 2| | |BELANJABUNGA |
5 { 112 CF; Belanja Utang Pinjaman f
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|

Sumber: Inspektorat Kabupaten Sintang, 2016

Kode Rekening Uraian %
511 12102 Bunga utang pinjaman kepada pemerintah kabupaten [
501 12(03 | Bunga utang pinjaman kepada pemerintah kecamatan 1
501 |2]04 Bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bank g
5 [ 1 1205 1 Bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan bukan |

ek |
5 ll 13 % BELANJA SUBSIDI |
5 1 13101 belanja subsidi kepada perusahaan. J
5 ! 1 13102 { belanja subsidi kepada lembaga J’
5 1 [4] | |BELANJAHIBAH |
5 ‘ I 1401 Belanja hibah kepada badan usaha milik Desa 4
5 01 |4 02 | belanja hibah kepada kelompok masyarakat/perseoranga;— |
515 BELANJA BANTUAN SOSIAL }
5 ‘ 1 |5]01 belanja bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan |
5 1 6] | |BELANJATIDAK TERDUGA
5 ‘ 1 1601 ~ belanja tidak terduga
5 12 | | BELANJA LANGSUNG |
ol | T Program Urusan Umum dan Keuang;r}—“ i
02 [ Program Urusan Ekonoms dan Pembangunan ]
103 1 Program Urusan Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat E

Untuk mencairkan dana tersebut, Tim Pelaksana Desa yang akan

melaksanaka kegiatan mengajukan Rencana Penggunaan Dana (RPD) dengan

ketentuan -

a. Permohonan Penyaluran Tahap 1 (30%) pada Triwulan Kedua, dilampiri

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun sebelumnya,

Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk Tahun

yang bersangkutan dan Foto Copy Rekening Kas Pemerintah Desa.
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b. Permohonan Penyaluran Tahap 11 (40%) pada Triwulan Ketiga dan Tahap 111
(30%) pada Triwulan Keempat, dilampin Laporan Perkembangan Penggunaan
Alokasi Dana Desa Tahap sebelumnya.

Tim Pelaksana Desa menginmkan Rencana Penggunaan Dana dimaksud
kepada Tim  Pendampming  Tingkat Kecamatan untuk  dilakukan
Verifikasi/Penelitian  kesesuaian Pengajuan Anggaran dengan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (berkas pengajuan Rencana Penggunaan Dana yang
tidak lengkap atau tidak sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,
dikembalikan ke Desa). Selanjutnya Camat menginmkan berkas Pengajuan
Rencana Pembangunan Desa (telah divenifikasi oleh Tim Pendamping
Kecamatan) ke Bagian Pemerintahan Desa guna Pencairan Dana Alokasi Dana
Desa. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Sintang atas dasar Pengajuan Rencana Penggunaan Dana dart
Kecamatan, mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Kepala Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang Kepala Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang menyalurkan Alokasi
Dana Desa langsung dari Kas Daerah ke Rekening Pemerintahan Desa di masing-
masing Bank yang ditunjuk. Pencairan Dana dimasing-masing Bank dilakukan
oleh Bendahara dengan bukti dart berupa Surat Kuasa bermaterai Rp. 6000,- dari
Kepala Desa. Tim Pelaksana Desa bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap

Penggunaan Alokasi Dana Desa.
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Untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Kepala Desa
menetapkan Sekretaris Desa sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Desa yang
melaksanakan fungs! tata usaha keuangan pada Pemernntahan Desa. Kepala
Urusan Umum dan Keuangan sebagai Bendahara Desa yang bertugas menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang
pendapatan desa dan uang untuk keperluan belanja desa dalam rangka
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bendahara Desa wajib menyelenggarakan Pembukuan terhadap seluruh
penerimaan dan pengeluaran desa. Pembukuan dengan menggunakan sistem
Akuntansi yang bersifat umum dan sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP). Penatausahaan Penerimaan wajb dilaksanakan oleh
Bendahara Desa. Penatausahaan sebagaimana menggunakan: Buku kas umum;
Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan; Buku kas harian pembantu.
Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi
tanggungjawabnya melalur laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada
Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Laporan
pertanggungjawaban penerimaan dilampirt dengan: Buku kas umum, Buku kas
pembantu perincian obyek penerimaan; Bukti penerimaan lainnya yang sah.

Penatausahaan Pengeluaran wajib dilakukan oleh Bendahara Desa.
Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan pada Peraturan Desa

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau Peraturan Desa tentang
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Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa melalui pengajuan Surat
Permintaan Pembayaran. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran harus disetujui
oleh Kepala Desa melalui Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
(PTPKD). Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang
yang menjadi tanggung Jjawabnya melalu laporan pertanggungjawaban
pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
Dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan
pengeluaran meliputi: Buku kas umum; Buku kas pembantu perincian obyek
pengeluaran; Buku kas harian pembantu.

Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Pimpinan dan Anggota Badan
Permusyawaratan Desa diberikan Tunjangan Dan/Atau Santunan sesuai dengan
kemampuan Keuangan Desa. Rincian jenis Tunjangan kepala desa dan perangkat
desa serta Pimpinan dan Anggota Badan Permmusyawaratan Desa terdinn dart:
Tunjangan Penghasilan; Bantuan dari pemerintah pusat, Honor kegiatan. Rincian
jenis Santunan kepala desa dan perangkat desa serta Pimpinan dan Anggota Badan
Permusyawaratan Desa terdiri dari: Santunan Kematian; Santunan Kesehatan;
Santunan Akhir Masa Jabatan.

Rincian Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa D1 Kabupaten

Sintang Tahun 2012 — 2015 adalah sebagai berikut:
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Tabel 4.3. Rincian Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa Di
Kabupaten Sintang

NO JABATAN 2012 \ 2013 . 2014 2015

1
I |
(Rp/bulan)  (Rp/bulan) | (Rp/bulan) | (Rp/bulan)
: 1000_000( 1_000.0007 1.500.000 | 2.500.000
2 Sekretans Desa T Sesuai gaj ) Sesuai gaj \ Sesuai gaji | Sesual gajt
selaku PNS | ] selaku PNS ; selaku PNS | selaku PNS

400.000 T 600. ooo[ 750.000 {  1.000.000

|

350. OOOJ} 650.000 | | 650.000 800.000
Sumber: Inspektorat Kabupaten Sintang, 2016, N 7

1 Kepala Desa

3 Kepala Urusan

1
4 LKepala Dusun |
|

Rincian Tumjangan Penghasilan Badan Permusyawaratan Desa Di
Kabupaten Sintang Tahun 2012 — 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4. Rincian Tunjangan Penghasilan Badan Permusyawaratan
Desa Di Kabupaten Sintang Tahun 2012 — 2015

N |

NO | JABATAN * 2012 2013 | 2014 2015 |
E (Rp/bulan) 1 (Rp/bulan) | (Rp/bulan) | (Rp/bulan) l
250,000 F 500000 | 800.000 | 1.000.000. |

2 | Wakil Ketua \ 200.000 f 350.000 | 500.000 600,000.

3 | Sekretaris . 200.000 \ 350.000 [ 500.000 600,000.

1 Ketua

! |
4 | Anggota E 150000‘T 750000» 350.000 450,000.

Sumber: Inspektorat Kabupaten Sintang, 2016

]
]
l
}
|

_J

Standar Santunan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa, Pimpman Dan
Anggota Badan Permusyawaratan Desa Serta Temenggung/Penggawa adalah

sebagai berikut:
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Tabel 4.5. Standar Santunan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa,
Pimpinan Dan Anggota BPD Serta Temenggung/Penggawa

| NO | JENIS SANTUNAN | JABATAN JUMLAH (Rp) / |

| | KETERANGAN |

"1 | KESEHATAN ' KEPALA DESA 50.000 /bulan |

|  KETUA BPD 40.000./bulan |

SEKRETARIS DESA 30.000./bulan |

] "WAKIL KETUA BPD 30.000./bulan

| ' SEKRETARIS BPD 30.000./bulan

- 'KEPALA URUSAN 25.000./bulan

- | KEPALA DUSUN 25.000./bulan

( ANGGOTA BPD 20.000./bulan

2 | AKHIR JABATAN [ KEPALA DESA 3 kali tunjangan

i | KETUA BPD 3 kali tunjangan

| SEKRETARIS DESA 3 kali tunjangan |

i | WAKIL KETUA BPD 3 kali tunjangan

\ ' SEKRETARIS BPD 3 kali tunjangan

B j ' KEPALA URUSAN 3 kali tunjangan

‘ | KEPALA DUSUN 3 kali tunjangan

‘ T ANGGOTA BPD 3 kah tunjangan |

'3 | KEMATIAN ' KEPALA DESA 1.500.000.

KETUA BPD 1.500.000.

B ' SEKRETARIS DESA 1.500.000.
WAKIL KETUA BPD 1.500.000. |
SEKRETARIS BPD 1.500.000.

| KEPALA URUSAN 1.500.000. |

|  KEPALA DUSUN 1.500.000. |

' ANGGOTA BPD 1.500.000.

4 | TEMENGGUNG/ | - 150.000./bulan

| PENGGAWA |

Sumber: Inspektorat Kabupaten Sintang, 2016.

Sekretaris Desa yang telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Jenis Tunjangan Dan/Atau Santunan tersebut di atas, tidak termasuk bagi

Selain

Santunan kepala desa dan perangkat desa serta Pimpinan dan Anggota Badan

Permusyawaratan Desa bagi Temenggung/Penggawa dapat diberikan Santunan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42420.pdf

70

sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa. Tunjangan Dan/Atau Santunan serta
honor kegiatan yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Pimpinan
dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dicantumkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa.

Tabel 4.6. Standar Honor Kegiatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat
Desa Serta Pimpinan Dan Anggota BPD

NO JABATAN DALAM i JUMLAH HONOR
o . TIM/PANITIA | PERKEGIATAN (Rp) |
1 | KETUA TIM/PANITIA - 100.000.- |
2 WAKIL KETUA TIM/PANITIA 90.000.- |
3 | SEKRETARIS TIM/PANITIA 90.000.-
4 WAKIL SEKRETARIS 80.000 .- |
‘ TIM/PANITIA |
E ANGGOTA 75.000 - |

Sumber: Inspektorat Kabupaten Sintang, 2016.

Perjalanan Dinas hanya dapat dilakukan terhadap kegiatan yang sangat
perlu sepanjang sarana komunikasi tidak cukup tersedia untuk itu, dalam waktu
yang singkat dan dengan biaya yang sehemat-hematnya dengan pencapaian hasil
yang maksimal. Perjalanan dinas dengan tujuan Ibukota Kabupaten, Ibukota
Provinsi dan Ibukota Negara hanya dapat dilakukan atas rekomendasi Camat serta
apabila terdapat panggilan untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi ataupun Pemerintah Pusat.

Perjalanan dinas hanya diperuntukkan bagi Kepala Desa dan Perangkat
Desa serta Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ditunjuk

berdasarkan Surat Perintah Tugas oleh pejabat yang berwenang. Pejabat yang
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berwenang menandatangani SPT untuk perjalanan dinas bagi Kepala Desa dan
Perangkat Desa adalah sebagai berikut: Untuk tujuan Ibukota Kabupaten, Ibukota
Provinsi dan Ibukota Negara ditandatangani Camat. Untuk tujuan Ibukota
Kecamatan dan perjalanan dinas dalam Desa ditandatangani oleh Kepala Desa
atau pejabat yang mewakili.

Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas untuk
perjalanan dinas bagi Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah
sebagal berikut: Untuk tujuan Ibukota Kabupaten, Ibukota Provinsi dan Ibukota
Negara ditandatangani Camat. Untuk tujuan lbukota Kecamatan dan perjalanan
dinas dalam Desa ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa atau
pejabat yang mewakili.

Standar Jumlah Hari Maksimal Penalanan Dinas Bagi Aparatur

Pemenntahan Desa D1 Kabupaten Sintang dapat dilihat pada tabel berikut in1:

Tabel 4.7. Standar Jumlah Hari Maksimal Perjalanan Dinas Bagi
Aparatur Pemerintahan Desa Di Kabupaten Sintang
NO TUJUAN [ JUMLAH HARI MAKSIMAL |
1 Ibukota Kecamatan 3 har |
2 | Ibukota Kabupaten 4 hari
3 Ibukota Provinsi S hari
4 Ibukota Negara 7 hari

Sumber: Inspektorat Kabupaten Sintang, 2016.
Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas
(SPPD) adalah sebagai benkut: Kepala Desa dan perangkat desa ditandatangani

oleh Kepala Desa atau pejabat yang mewakili. Pimpinan dan anggota Badan
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Permusyawaratan Desa ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa

atau pejabat yang mewakili. Surat Pernintah Perjalanan Dinas diketahui oleh

pejabat tempat tujuan dengan membubuhi tandatangan pada lembaran yang

disediakan untuk 1tu.

Standar Uang Harian Perjalanan Dinas Bagi Aparatur Pemerintahan Desa

D1 Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8. Standar Uang Harian Perjalanan Dinas Bagi Aparatur
Pemerintahan Desa Di Kabupaten Sintang

. NO JABATAN JUMLAH UANG
HARIAN (Rp) B
] KEPALA DESA 90.000.- |

2 KETUA BPD L 90.000.-

3 SEKRETARIS DESA 80.000.-
4 | WAKILKETUABPD ~ 80000~
5 SEKRETARIS BPD 80.000;-!1
6 KEPALA URUSAN - 75.000.- |
7 | KEPALA DUSUN 75.000.- |
8 ANGGOTA BPD 75.000.- |
9 STAF SEKRETARIAT DESA DAN | 70.000 - ‘
BPD i

Sumber: Inspektorat Kabupaten Sintang, 2016.

Setelah melaksanakan tugas, Kepala Desa dan perangkat desa maupun

Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib menyampatkan Surat

Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas yang telah diketahui oleh

pejabat yang berwenang tempat yang dituju paling lama 5 (lima) hari kerja,

dengan melampirkan laporan singkat secara tertulis hasil pelaksanaan tugas.
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Tabel 4.9. Indikasi Temuan Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di
Kabupaten
R Hasil Temuan 2013 2014 2015

Porst belanja dalam APBDes | 49 desa dart | 21 desa 11 desa
melebthi ketentuan vyaitu 70% | 52 desa yang | dan 42 dan 36
untuk pemberdayaan masyarakat | diperiksa desa yang | desa yang
dan 30 % untuk operasional diperiksa diperiksa
pemerintahan Desa
Ketidaksesuaian Kode Rekening | 4 desa dari tidak ada tidak ada
Pendapatan Dalam APB Desa 52 desa yang

diperiksa
Ketidaksesuaian Kode Rekening | 4 desa dan tidak ada tidak ada
Belanja Dalam APB Desa 52 desa yang

diperiksa
Tunjangan Penghasilan  Aparat | 2 desa dar tidak ada tidak ada
Pemerintah  Desa  melebihi | 52 desa yang
standar yang berlaku diperiksa |
Tunjangan Penghasilan Badan | 2 desa dart tidak ada tidak ada
Permusyawaratan Desa melebihi | 52 desa yang
standar yang berlaku diperiksa
Santunan Bagi Kepala Desa Dan | 1 desa dari tidak ada tidak ada
Perangkat Desa, Pimpinan Dan | 52 desa yang
Anggota BPD Serta | diperiksa
Temenggung/Penggawa
melebihi standar yang berlaku
Honor Kegiatan Bagi Kepala | 12 desa darnt | tidak ada tidak ada i
Desa Dan Perangkat Desa Serta | 52 desa yang
Pimpman Dan Anggota BPD | diperiksa
melebihi standar yang berlaku
Jumlah Hari Maksimal | 52 desa dan | 15 desa 8 desa dan
Perjalanan Dinas Bagi Aparatur | 52 desa yang | dari 42 | 36 desa
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No Hasil Temuan 2013 2014 2015
Pemerintahan Desa melebihi | diperiksa desayang | vang
standar yang berlaku diperiksa diperiksa

9 Uang Hanan Perjalanan Dinas | 52 desa dart | 1] desa 8 desa dan
Bagi Aparatur Pemerintahan | 52 desa yang | dan 42 36 desa
Desa melebihi standar yang | diperiksa desayang | yang
berlaku diperiksa diperksa

10 | Adanya Pajak — Pajak Yang | 52 desadan {37 desa 29 desa
Belum Disetor 52 desa yang | dan 42 dan 36

diperiksa desa yang | desayang
diperiksa | diperiksa
I .

11 | Penyampaian Surat | 52 desa dann | 38 desa 24 desa
Pertanggungjawaban (SPJ) | 52 desa yang | dar1 42 dan 36
keuangan tidak tepat waktu diperiksa desa yang | desa yang

diperiksa | diperiksa

12 | Adanya dana yang belum atau { 48 desa dari | 19 desa 11 desa
tidak dapat | 52 desa yang | dar1 42 dan 36
dipertanggungjawabkan dipertksa desa yang | desa yang

diperiksa | diperiksa

13 | Terdapat buku -  buku | 48 desadan | 34 desa 18 desa
penatausahaan keuangan yang | 52 desa yang | dari 42 dari 36
belum dikerjakan diperiksa desayang | desa yang

diperiksa | diperiksa J

Sumber: Inspektorat Kabupaten Sintang, 2016.

Keberhasilan pemeriksaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa sangat

ditentukan oleh kualitas para personil (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

Pemilihan Aparat Pengawasan Intem Pemerintah harus didasarkan pada rencana

audit jangka panjang, pendidikan, dan keahlian teknis dam para Aparat

Pengawasan
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kemampuannya berkomunikas: karena Aparat Pengawasan Intem Pemerintah

akan berhubungan dengan berbagai tingkatan manajemen.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Inspektur Kabupaten Sintang;:

Setiap anggota Audit Internal harus mempunyai pengetahuan tentang sistem
akuntansi dan keuangan, karena setiap aktivitas tentu berhubungan dengan
masalah keuangan. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang bertugas
untuk audit keuangan harus benar-benar menguasai standar akuntansi atau
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pembukuan transaksi keuangan.
Aparat Pengawasan Intemn Pemermtah harus mempunyat profesionalisme
dibidang audit.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Inspektur Pembantu pada

Inspektorat Kabupaten Sintang;

Aparat Pengawasan Intem Pemerintah yang akan bertugas melakukan
pemeriksaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa harus memahami dasar-dasar
sistem akuntanst dan keuangan serta sistem pengendalian manajemen,
karena seluruh kegiatan operaisonal tentu berhubungan dengan keuangan
dan manajemen. Latar belakang pendidikan dan pengalaman harus
menunjang rencana audit jangka panjang, rencana audit jangka pendek, dan
kegiatan-kegiatan yang akan di audit. Mereka terlebih dahulu harus dilatih
tentang standar akuntansi dan keuangan pemerintah, standar audit aparat
pengawasan fungsional pemerintah, dan pengetahuan teknis yang berkaitan
dengan kegiatan auditan. Aparat Pengawasan Intern Pemenintah yang akan
bertugas melakukan pemeriksaan Pengelolaan Alokast Dana Desa harus
mempunyai pengalaman kerja yang luas pada kegiatan operasional tertentu
dan harus memahami sistem administrasi (akuntansi) dan keuangan
pemerintah, dan harus mampu untuk mengarahkan dan mengelola rencana
audit jangka panjang dan rencana audit jangka pendek.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Inspektur Kabupaten Sintang:

Untuk para Aparat Pengawasan Interm Pemernintah, pengalaman yang
diperlukan tergantung pada tingkatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
yang bersangkutan dan penugasan audit yang akan diberikan. D1 dalam
memilith Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang akan ditugaskan, perlu
dipertimbangkan hal-hal berikut: Apakah Aparat Pengawasan Intem
Pemerintah yang bersangkutan pernah ditugaskan sebelumnya, Bagaimana
Aparat Pengawasan Intem Pemernintah melaksanakan tugas yang
dibebangkan dan bagaimana yang bersangkutan melaksanakan tugas-tugas
tertentu, Apakah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah selalu meningkatkan
profesionalismenya, serta bagaimana tujuan/filosofi pribadinya dan
motivasinya dalam menjalankan profesi sebagai Aparat Pengawasan Intemn
Pemerintah.

Inspektur Kabupaten Sintang menyatakan agar aturan perilaku Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah dapat mencapai tujuan, maka perlu upaya bagi
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk membiasakan diri dalam berperilaku.
Upaya 1n1 meliputi Monitoring pelaksanaan Aturan Perilaku Aparat Pengawasan
Inten  Pemerintah agar dapat dikembangkan penilaiaan kinerja Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah, sanksi atas pelanggaran Aturan Perilaku Aparat
Pengawasan Intern Pemernintah agar pernlaku yang tidak sesuai tidak tertanam
dalam dirt Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan menjadi kebiasaan
kehidupannya sehan-hari, pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi atas
pelanggaran aturan perilaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah serta kontrol

sosial.
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Menurut Inspektur Kabupaten Sintang hal-hal yang dapat mempengaruhi
independensi dan obyektivitas seorang Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
sepertt: hubungan keluarga dengan obyek pemeriksaan, kedudukan dalam
organisasi, keterlibatan dalam usaha yang tidak sesuar dan tidak konsisten,
pelaksanaan jasa lain untuk obyek pemeriksaan audit, hubungan keluarga dan
pribadi, imbalan atas jasa profesional, penerimaan barang atau jasa dari obyek

pemeriksaan serta pemberian barang atau jasa kepada obyek pemeriksaan.

Inspektorat Kabupaten Sintang sebagar unit kerja yang diserah
kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan harus merumuskan kebijakan dan
prosedur untuk memberikan keyakinan memadar bahwa semua Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah mempertahankan independensinya dalam
pelaksanaan pemeriksaan. Menurut Sekretaris Inspektur Kabupaten Sintang hal
int disebabkan adanya kondisi dilematis yang dihadap: para Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah. Kondisi dilematis tersebut misalnya, yang diperiksa adalah

sesama PNS, adanya hubungan kekeluargaan atau kenalan dan sebagainya.

2. Implementasi Audit Ketaatan Dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Alokasi
Dana Desa

Audit Ketaatan adalah audit untuk menentukan apakah auditan patuh
terhadap prosedur, aturan-aturan, dan ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh

autoritas yang terkait. Berdasarkan hasil wawancara dengan Inspektur pada
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Inspektorat Kabupaten Sintang, Permintaan data harus berupa pertanyaan yang
spesifik menyangkut kegiatan operasi obyek yang diaudit, seperti prosedur-
prosedur, kebyaksanaan dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan. Dalam
pelaksanaan audit yang tidak untuk pertama kalinya, pelaksanaan survei
pendahuluan dapat dipersingkat karena data dan informasi yang diperlukan sudah

diperoleh pada pelaksanaan audit sebelumnya.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Inspektur Kabupaten Sintang:

Data-data permanen seperti Undang-undang, Peraturan Pemenntah, Keppres,
dan Peraturan lainnya harus dimiliki oleh audit intemal. Struktur organisasi,
uratan tugas, prosedur, kebijaksanaan dan lain-lain harus diperoleh terlebih
dahulu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebelum melaksanakan
audit. Data-data keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan sebagainya harus
diperoleh terlebih dahulu darn Bagian Keuangan, Kepegawaian dan
sebagainya. Data-data yang menyangkut tentang kegiatan operasional harus
diperoleh terlebith dahulu dar satuan kerja masing-masing. Selain 1tu perlu
diperoleh data-data tentang uraian tertulis tentang kegiatan operasional, flow
chart atas suatu kegiatan operasional.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang:

Ketersediaan dokumen merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi
pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan Alokasi Dana Desa. Materi pemeriksaan
penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkaitan dengan ketersediaan
dokumen adalah berupa Peraturan Desa.

Kegiatan yang dilakukan untuk pemeriksaan Peraturan Desa tersebut

adalah:
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1). Mendapatkan Peraturan Desa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa bersama

Badan Pemusyawaratan Desa.

2). Memernksa apakah Peraturan Desa tidak bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi atau kepentingan umum.

3). Memeriksa apakah dalam rangka Rancangan Peraturan Desa telah
memberikan kesempatan pada masyarakat untuk memberikan masukan secara

lisan atau tertulis.

4). Memerniksa apakah Kepala Desa melalui camat telah menyampaikan
Peraturan Desa kepada Bupati Sintang sebagai bahan pembinaan dan

pengawasan 7 hari setelah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang, Kebijakan lainnya adalah
Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa. Berdasarkan hasil
wawancara dengan Kepala Desa Baning Kota dan Kepala Desa Mertiguna
Kegiatan yang dilakukan untuk pemeriksaan Peraturan Kepala Desa dan

Keputusan Kepala Desa tersebut adalah:

1) Memeriksa apakah untuk melaksanakan Peraturan Desa tersebut Kepala Desa

telah menetapkan Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.
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2) Memeriksa apakah Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa tidak
bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan

yang lebih tinggi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemernintahan Desa Kabupaten Sintang, Pemenksaan
Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan terhadap Rancangan Peraturan Desa
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Kegiatan yang dilakukan untuk
pemeriksaan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa tersebut adalah:

1) Memeriksa apakah Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa
tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa kepada Bupati Sintang untuk

dievaluasi tepat waktu kalau tidak apa sebabnya.

2) Memeriksa apakah hasil evaluasi Bupati Sintang terhadap Rancangan
Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disampaikan

kepada Kepala Desa tepat waktu, kalau tidak cart penyebabnya.

3) Mendapatkan hasil evaluasi Bupati Sintang terhadap Rancangan Peraturan

Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

4) Memeriksa apakah Kepala Desa menindaklanjuti hasil evaluasi Bupati Sintang

tersebut.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sintang, Pemeriksaan
Pengelolaan Alokasi Dana Desa tidak terlepas dari pemeriksaan apakah buku
administrasi keuangan Desa sudah dibuat dan dikerjakan secara tertib dan teratur
yang terdirt atas: Buku Anggaran Penerimaan, Buku Anggaran Pengeluaran Rutin,
Buku Anggaran Pengeluaran Pembangunan, Buku Kas Umum, Buku Kas
Pembantu Penerimaan, Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin serta Buku Kas

Pembantu Pengeluaran Pembangunan.
Menurut Inspektur Kabupaten Sintang:

Aparat Pengawasan Intern Pemernintah harus melaksanakan tugasnya sesual
dengan standar teknis dan profesional yang relevan. Setiap Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Sintang harus meningkatkan
kecakapan profesionalnya, agar mampu memberikan manfaat optimum dalam
pelaksanaan tugasnya. Belum semua Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada
Inpektorat Kabupaten Sintang telah memiliki tingkat pelatihan dan keahlian
teknus. Inpektorat Kabupaten Sintang harus merumuskan kebijakan dan prosedur
pengendalian mutu mengenai penugasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
untuk memberikan keyakinan memadai bahwa penugasan akan dilaksanakan oleh
staf profesional yang memilhk: tingkat pelatthan dan keahlian teknmis untuk
penugasan tersebut.

Unsur kendali mutu audit Jainnya adalah konsultasi. Menurut Inspektur
Kabupaten Sintang konsultasi dimaksudkan untuk memberikan keyakinan
memadal bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah akan memperoleh
informasi memadai sesuai yang dibutuhkan dan orang yang memiliki tingkat

pengetahuan, kompetensi, pertimbangan, dan wewenang. Konsultasi tersebut
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dilakukan baik sesama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah dengan Ketua Tim dan dengan pimpinan maupun dengan

pihak-pihak fainnya yang terkait.

Supervist penugasan untuk memenuhi standar mutu yang ditetapkan pada
Inspektorat Kabupaten Sintang selalu dilaksanakan. Inspektur Kabupaten Sintang
menyatakan mereka juga harus merumuskan kebyakan dan prosedur
pengendalian mutu mengenar pelaksanaan dan supervisi penugasan untuk
memberikan keyakinan memadai bahwa pelaksanaan penugasan memenuhi

standar mutu yang ditetapkan.

Inspektorat Kabupaten Sintang harus merumuskan kebijakan dan prosedur
pengendalian mutu mengenai pengembangan profesional untuk memberikan
keyakinan memadai bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah memiliki
pengetahuan memadai sehingga memungkinkan mereka memenuhi tanggung
jawabnya. Pendidikan profesional berkelanjutan dan pelatihan Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Sintang belum sepenuhnya dapat
dilaksanakan. Diakui oleh Sekretans Inspektorat Kabupaten Sintang, hal in1
merupakan permasalahan tersendinn  mengingat pendidikan  protesional
berkelanjutan dan pelatihan merupakan wahana untuk meningkatkan pengetahuan

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
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Promost jabatan dalam pelaksanaan audit yang dilakukan oleh Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Sintang tidak permnah
dilakukan. Promosi jabatan tersebut menurut Inspektur Kabupaten Sintang adalah
jabatan struktural, hal in1 disebabkan Aparat Pengawasan Intem Pemerintah pada
Inspektorat Kabupaten Sintang merupakan jabatan fungsional Namun demikian,
Inspektorat Kabupaten Sintang telah menyusun kebijakan dan prosedur
pengendahan mutu untuk membenkan keyakinan memadai bahwa staf yang
terseleks1 untuk promosi memiliki kualifikast seperti yang diisyaratkan untuk

tingkat tanggung jawab yang lebih tingg).

Menurut Sekretans Inspektorat Kabupaten Sintang, unsur perilaku yang
dapat menunjang aturan perilaku ini adalah: mampu dan bersedia mengikuti
program latihan yang diselenggarakan BPKP atau atas kemauan sendiri, mampu
dan bersedia mempraktikkan pengetahuan tentang audit untuk menyelesaikan
tugas, mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi dan penuh minat/perhatian terhadap
pekerjaannya, mempunyai 1nisiatif dan kemauan keras untuk belajar, memiliki
kemauan keras untuk belajar tanpa dipenntah/tidak bersitat menunggu, dapat
menggunakan daya imajinasi dan keterampilan konseptualnya dalam
melaksanakan tugas, mampu dan bersedia mempraktikkan pengetahuan di bidang
yang akan diperiksanya, mampu dan bersedia mempraktikkan hasil belajar dari

pengalaman (baik pengalaman dini sendin maupun pengalaman orang lain) untuk
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menyelesatkan tugasnya, tidak terpaku pada Kertas Kerja Audit (KKA)
sebelumnya, mampu dan bersedia menggunakan daya analisisnya, mampu dan
bersedia menerima serta menyeleksi saran-saran dari yang lebih tahu dengan tepat
tentang masalah-masalah dalam audit, mampu memformulasikan beberapa
kemungkinan jalan keluar terhadap permasalahan vyang timbul, dapat
membedakan prosedur yang penting dan yang kurang penting, mampu menyusun
perencanaan dan menentukan langkah-langkah vyang efektif, mampu
berkomunikasi tertulis maupun lisan dengan baik, mampu berespon positif
terhadap usulan-usulan/saran dan petunjuk, mampu membuat keputusan yang
tepat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dibuat, mampu menggunakan
waktu secara efektif, dapat merencanakan waktu serta memanfaatkannya sesuai
dengan hari audit yang disediakan, mampu berinteraksi dengan orang yang
kedudukannya lebih tinggi, setara atau yang lebih rendah, teliti baik dalam melihat
angka-angka maupun menelusurt adanya ketidakberesan serta waspada terhadap

setiap informasi yang diterima dan tidak mudah dipengaruhi.

Tingkat integritas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Inspektorat
Kabupaten Sintang cukup tinggi. Integritas adalah kepribadian yang dilandasi
unsur jujur, berani, byaksana dan bertanggung jawab sehingga menimbulkan
kepercayaan dan rasa hormat, seperti: kejujuran, keberanian, bijaksana, serta

bertanggung jawab. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Sintang menyatakan:
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Unsur perilaku yang dapat menunjang aturan perilaku i antara lain:
memandang suatu masalah dengan berdasarkan ketentuan yang berlaku, dalam
menyusun rekomendasi, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah harus
berpegang kepada ketentuan peraturan yang berlaku dengan tetap
mempertimbangkan agar rekomendasi dapat dilaksanakan, memiliki rasa
tanggung jawab bila hasil auditnya temyata masth memerlukan perbatkan dan
penyempumaan, memiliki kepercayaan diri yang kuat, berani menghadap1
segala restko yang berhubungan dengan pekerjaannya, dapat memotivast dir
dengan menunjukkan antusiasme yang konsisten serta profesional.

Aparat Pengawasan Intem Pemerintah Inspektorat Kabupaten Sintang

cukup objektif. Menurut Inspektur Kabupaten Sintang:

Unsur perilaku yang dapat menunjang Aturan Perilaku ini adalah: dapat
mempertahankan kriteria dan kebijakan-kebijakan yang resmi, bersikap tidak
takut untuk mengemukakan hal-hal yang menurnut pertimbangan dan
keyakinannya perlu dilakukan, tidak dapat duntimidasi serta tidak tunduk
karena tekanan orang lain, bersikap tenang dan mampu mengendalikan din
(tidak emosional), dan percaya dini sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan
walau dibawah tekanan, tidak berangkat tugas audit dengan niat untuk
mencari-cari  kesalahan orang lain, tidak merangkap sebagar Panitia
pengadaan, kepanitiaan lain, dan atau pekerjaan-pekerjaan lain yang
merupakan tugas operasional pithak yang diaudit, tidak menerima biaya audit
yang menjadi beban auditan yang diaudit, dapat diandalkan dan dapat
dipercaya serta penuh pertimbangan dan matang.

Tingkat kerjasama antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada
Inspektorat Kabupaten Sintang cukup baik. Sekretaris Inspektorat Kabupaten

Sintang menyatakan:

Uunsur perilaku yang dapat menunjang aturan perilaku in1 adalah: sanggup
bekerja sama untuk mencapal tujuan audit, saling mengkomunikasikan
segala permasalahan yang timbul dalam tugas audit, saling menghargai
setiap pendapat dari rekannya, saling percaya dengan sesama Aparat
Pengawasan Intern Pemenntah, saling menekan sifat i1 hati, saling
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mengendalikan dir/mengendalikan emosi, saling mengerti persaan sesama
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah serta saling menghormati.

Sikap saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Sintang cukup

baik. Inspektur Kabupaten Sintang menyatakan:

Unsur perilaku yang dapat menunjang aturan perilaku in1 adalah: saling
membimbing dalam hal kemampuan pengetahuan, ketrampilan, dan
perilaku Aparat Pengawasan Interm Pemermntah, bersedia menerima saran,
kritik yang sehat atau tindakan korektif dart sesama Aparat Pengawasan
Intern Pemenntah, saling mendorong Aparat Pengawasan Intem
Pemerintah untuk bertanggung jawab pada tugasnya serta saling
mengingatkan untuk selalu mengacu pada aturan peritaku in1.

Sekretaris Inspektorat Kabupaten Sintang menyatakan unsur perilaku yang
dapat menunjang aturan penlaku di atas, adalah mengkomonikasikan informasi
penting mengenai obyek/pthak yang pemah diauditnya kepada Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah lain yang akan memeriksa obyek/pithak yang
diaudit yang sama, tidak mengatasnamakan sesama Aparat Pengawasan Intemn
Pemerintah untuk tujuan-tujuan pribadinya, tidak berselisih pendapat dihadapan
pihak yang diaudit, tidak mempermalukan sesama Aparat Pengawasan Intem
Pemerintah dihadapan pihak yang diaudit, tidak menjelek-jelekan sesama Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah dihadapan pihak yang diaudit serta tidak mengadu

domba mengenai perilaku sesama rekan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
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Penampilan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Inspektorat
Kabupaten Sintang cukup baik. Unsur penampilan yang dapat menunjang aturan
perilaku in1 adalah: berpakaian sederhana, sopan, rapi sesuai dengan kelaziman,
gaya bicara yang wajar, tidak berbelit-belit, dan menguasai pokok permasalahan,
rambut tersisir rapi, nada suara yang wajar, sopan tidak membentak-bentak

ataupun dibuat-buat serta cara duduk yang sopan.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Sintang
cukup mampu untuk menjalin interaksi yang sehat dengan pihak yang diaudit.
Inspektur Kabupaten Sintang menyatakan unsur perilaku yang dapat menunjang

Aturan Perilaku int adalah:

Mampu berkomunikasi secara persuvasif dengan pihak yang diaudit,
memperlakukan pihak yang diauditnya sebagai subyek, bukan obyek serta
dapat dan mampu mengerti kesibukan obyek yang diauditnya dan tidak
menjadikan urusan audit adalah pekerjaan yang utama di tempat pihak yang
diaudit, namaun kelancaran dan ketepatan tugas audit tetap terjaga.

Kemampuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Inspektorat
Kabupaten Sintang untuk menciptakan ikhm kerja yang baik dengan pihak yang
diperiksa cukup baitk. Menurut Inspektur Kabupaten Sintang unsur perilaku yang

dapat menunjang aturan perilaku in1 adalah:

Aparat Pengawasan Intern Pemernintah harus menjaga independensinya
terhadap obyek yang diaudit dengan cara berkeberatan mengaudit orang
yang memiliki hubungan pribadi, hubungan persahabatan, hubungan dagang,
hubungan keluarga, atau hubungan keuangan dengan pihak yang diauditnya,
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tidak memanfaatkan pihak yang diaudit sebagai sumber untuk memperoleh
keuntungan pribadi, mencari informasi atau data dengan tidak berbelit-belit
atau mengada-ada serta dapat menumbuhkan dan membina sikap yang
positif.

Kemampuan Aparat Pengawasan Intern Pemernntah pada Inspektorat
Kabupaten Sintang untuk menggalang kerjasama dengan pihak yang diperiksa
cukup baik. Menurut Sekretaris Inspektorat Kabupaten Sintang unsur Penlaku
yang dapat menunjang Aturan Perilaku 1m adalah: tidak mencan informasi dar
pihak yang tidak kompeten mengenai masalah yang diauditnya atau mengenai
orang yang diauditnya, tidak membicarakan segi-segi negatif pihak yang diaudit
dengan pthak yang tidak berkepentingan, saling mempercayai, menghargai, dan
dapat bekerja sama dengan pthak yang diaudit sesuai dengan tujuan audit, bersifat
mendidik terhadap pihak yang diaudit, dengan mau membantu, mendorong, dan
membimbing pthak yang diaudit bila ada permasalahan yang timbul dalam

pekerjaannya serta tidak memberikan perintah-perintah yang sifatnya pnbadi

kepada pihak yang diaudit.

Sekretaris Inspektorat Kabupaten Sintang menyatakan Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam
tugasnya dan tidak boleh terlibat informasi rahasia obyek pemenksaan cukup
mempengaruhi pelaksanaan tugas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada
Inspektorat Kabupaten Sintang. Menurut Sekretaris Inspektorat Kabupaten

Sintang Aparat Pengawasan Intern Pemerintah harus tetap menjaga informasi
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rahasia pemberi tugas walaupun 1a sudah bukan Aparat Pengawasan Intemn
Pemerintah. Kewajiban menjaga informasi rahasia obyek pemeriksaan tersebut
juga berlaku bagi staf yang membantunya, dan pihak yang dimintai pendapat atau
bantuannya. Ia harus menjelaskan dan tetap bertanggung jawab atas kerahasiaan

informasi tersebut.

Setiap Aparat Pengawasan Intermn Pemernintah wajib menaati segala
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan
yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdiaan, kesadaran dan
tanggung jawab. Ketaatan Aparat Pengawasan Intern Pemernntah Inspektorat
Kabupaten Sintang terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sangat
baik. Menurut Inspektur Kabupaten Sintang unsur perilaku yang dapat menunjang
aturan perilaku ini adalah : memben contoh yang baik dalam menaati dan
melaksanakan peraturan perundang-undangan, berusaha agar setiap peraturan
perundang-undangan  yang berlaku  ditaati oleh  masyarakat, tidak
menyalahgunakan wewenang sebagal Aparat Pengawasan Intern Pemerintah,
tidak melakukan audit terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan surat tugas dan
tidak memperpanjang waktu audit ataupun tidak menerima dan atau memberi
imbalan dalam bentuk apapun kepada dan/atau dan pihak-pthak yang secara

langsung ataupun tidak langsung turut menentukan penugasan tersebut.
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Melakukan audit tidak dengan maksud untuk memperkaya atau
menguntungkan dir1 sendin ataupun pihak lain. Tugas Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah di sin1 adalah menilai proses kegiatan dan hasil kegiatan pihak yang
diperiksanya. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah mempunyai tugas untuk
menentukan apakah pekerjaan pithak yang diperiksa sesuai dengan peraturan yang
berlaku ataukah tidak, wajar atau tidak wajar, dan apakah sesuatu peraturan masih
dapat digunakan atau tidak serta memberikan rekomendasi atau jalan pemecahan

permasalahan dan melakukan pembinaan

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah selalu menyimpan rahasia jabatan,
rahasia negara, rahasia obyek yang diperiksa. Inspektur Kabupaten Sintang
menyatakan unsur perilaku yang dapat menunjang aturan perilaku ini adalah tidak
menyebar luaskan hal-hal yang bersifat rahasia kepada pihak yang tidak
berkepentingan. Yang tidak boleh disebarluaskan antara lain dapat berbentuk:
dokumen tertulis, seperti surat, notulen rapat. laporan Hasil Audit (LHA), peta,
dan lain-lain, informasi secara lisan dan/atau rekaman suara serta perintah atau
keputusan lisan dan atasan terlebih-lebih lagi bila dilakukan dengan sengaja

dan/atau tujuan pribadi.

Semangat pengabdian Aparat Pengawasan Intern Pemernintah Inspektorat
Kabupaten Sintang cukup tinggi. Menurut Inspektur Kabupaten Sintang unsur

perilaku yang dapat menunjang aturan perilaku dalam tugasnya antara lain:
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mengutamakan kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadi, tidak
menolak dan/atau meninggalkan penugasan tanpa alasan yang tidak jelas ataupun

tidak menunda-nunda tugasnya tanpa alasan yang tidak jelas.

Tingkat keahlian Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Inspektorat
Kabupaten Sintang. Setiap Aparat Pengawasan Intern Pemerintah harus memiliki
keahlian yang diperlukan dalam tugasnya. Keahlian tersebut mencakup antara lain
- merencanakan audit, menyusun program audit, melaksanakan program audit,
menyusun kertas kerja audit, menyusun laporan hasil audit, mendistribusikan

laporan hasil audit, dan memonitor tindak lanjut hasil audit.

3. lmplementasi Audit Operasional Dalam Pelaksanaan Pemeriksaan
Alokasi Dana Desa

Audit Operasional adalah suatu review atas prosedur dan metode operasi
entitas mengevaluasi efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan. Berdasarkan hasil
wawancara dengan Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Sintang, pelaksanaan
Pemeriksaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa secara umum harus tercantum
dalam Program Kerna Pengawasan Tahunan (PKPT). Program Kerja Pengawasan
Tahunan (PKPT) merupakan program kerja pengawasan yang disusun untuk 1
(satu) tahun yang dimaksudkan untuk memeriksa atas pelaksanaan seluruh

kegiatan umt organisasi/objek pemeriksaan (obyek ). Hal i1 dilakukan untuk
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menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana

dan peraturan yang telah ditetapkan.

Gambar 4.2 Flow Chart Pelaksanaan Pemeriksaan ADD Oleh Aparat
Pengawasan Intern Pemenintah Kabupaten Sintang

Penyusunan Rencana Induk
Pengawasan (RIP) dan Rencana
Kernja Pengawasan Tahunan (RKPT)

¥

Penyusunan Program Kerja
Pengawasan Tahunan (PKPT)

Persiapan Pemeriksaan

e Koordinasi Rencana Pemernksaan

e Pengumpulan dan Penelaahan informasi umum mengenai
obyek yang diperiksa

» Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan (PKP) meliputi
kegiatan: Penentuan personil, Penentuan jadual waktu
pemeriksaan, Penentuan obyek, sasaran dan ruang
lingkup pemeriksaan serta Menyusuan langkah-langkah
pemeriksaan

Pelaksanaan Pemernksaan
o Pertemuan awal (Entry Briefing).

e melaksanakan tugas pemeriksaan pada obyek-obyek : :
yang akan diperiksa sesuat dengan program kerja Tindak Lanjut
pemeriksaan Hasil Pemeriksaan

e Kertas Kenja Pemeriksaan (KKP)

¢ ckspose hasil pemeriksaan
e Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

Sumber:  Inspektorat Kabupaten Sintang, 2016
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PKPT paling tidak mengandung 3 (tiga) komponen yaitu: Pertama,
pelaksanaannya. Yaitu membandingkan realisasi terhadap rencana. Kedua,
sasarannya. Yaitu temuan, terjadi perbedaan/penyimpangan atas rencana/target.
Ketiga, pembinaan. Yaitu diarahkan/direkomendasikan perbaikan, disarankan
agara ditekan pemborosan dan dioptimalkan agar mencapai target.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Inspektur Kabupaten Sintang,
program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) merupakan alat bantu bagi
pemeriksa/Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk mencapai hasil
pengawasan yang efektif. PKPT in1 merupakan masukan yang sangat berguna
bagi penyusunan Rencana Induk Pengawasan (RIP) dan Rencana Kerja
Pengawasan Tahunan (RKPT). Rencana Induk Pengawasan adalah suatu rumusan
strategi umum yang disusun dengan tujuan untuk mengarahkan tugas-tugas
pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sehingga mendukung
pencapaian arah program, atau sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh
pemerintah. Rumusan Strategi umum int juga disusun untuk mengarahkan tugas-
tugas pengawasan agar sesuai dengan perkembangan politik, ekonomi, sosial, dan
budaya yang diduga akan terjadi dalam kurun waktu lima tahun. Rencana induk
ini juga merupakan dasar Penyusunan RKPT.

Dari Program Kernja Pengawasan Tahunan (PKPT) tersebut, mekanisme
pemeriksaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan melalui beberapa tahapan

yang dimulai dengan kegiatan Persiapan pemeriksaan. Dalam persiapan
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pemeriksaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa langkah pertama yang dilakukan
adalah Koordinasi Rencana Pemeriksaan. Sebelum memprogramkan pemerksaan
terlebth dahulu dilakukan koordnasi dengan kecamatan mengenai waktu dan
obyek yang akan diperiksa.

Langkah selanjutnya adalah Pengumpulan dan Penelaahan informasi
umum mengenai obyek yang diperiksa. Menghimpun data dan informasi yang
berkaitan dengan obyek yang diperiksa antara lain: Peraturan perundang-
undangan, Data umum obyek vyang diperiksa, Laporan pelaksanaan
program/kegiatan dan obyek yang akan diperiksa, Laporan Hasil Pemenksaan
Aparat Pengawasan sebelumnya, serta sumber informasi lain yang dapat memberi
kejelasan mengenai pelaksanaan/kegiatan obyek yang akan diperiksa. Setelah
Menghimpun data dan informasi yang berkaitan dengan obyek yang diperiksa,
kemudian menelaah data dan informasi yang dikumpulkan untuk bahan
pemeriksaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Inspektur Pembantu pada
Inspektorat Kabupaten Sintang, Kegiatan Persiapan pemeriksaan Pengelolaan
Alokasi Dana Desa juga dilakukan dengan Penyusunan Program Kerja
Pemeriksaan (PKP). Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan meliputi kegiatan:
Penentuan personil, Penentuan jadwal waktu pemeriksaan, Penentuan obyek,
sasaran dan ruang lingkup pemenksaan serta Menyusuan langkah-langkah

pemeriksaan.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Inspektur Pembantu pada
Inspektorat Kabupaten Sintang, Apabila seluruh kegiatan administratif telah
selesai, maka langkah berikutnya adalah melaksanakan kegiatan audit yang
sebenamya. Pelaksanaan surver pendahuluan adalah langkah pertama dalam
proses audit. Dalam surver pendahuluan akan dikumpulkan seluruh data yang
relevan dengan kegiatan obyek yang akan diaudit, yang selanjutnya digunakan
sebagai dasar untuk penyusunan audit program. Pelaksanaan surveir pendahuluan
harus memungkinkan tim audit dapat memahami bagiamana suatu bagian atau
suatu kegiatan dilaksanakan, jenis pekerjaan yang dilaksanakan, dan bagaimana
pekerjaan itu berhubungan dengan bagian lain dari organisasi itu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Inspektur Kabupaten Sintang:

Seluruh sumber informasi harus dimanfaatkan, baik uraian tugas, standar
operasi (prosedur), maupun data-data keuangan dan data-data lainnya adalah
sangat diperlukan. Diskusi dengan jajaran pimpinan objek audit adalah
sangat berguna untuk mengetahu1 bagaimana operasi objek tersebut berjalan
dan problem apa saja yang sebenamya dihadapi. Sebelum survei
pendahuluan dimulai, Inspektur Kabupaten Sintang harus secara formal
memberitahukan kepada pimpinan objek audit bahwa dalam waktu dekat
akan dilakukan audit. Surat pemberitahuan 1 bensi tentang luasnya
kegiatan yang akan diaudit, kapan akan dilakukan /nterview kepada
pimpinan objek audit untuk keperluan survei pendahuluan, kapan audit akan
dilaksanakan, lamanya waktu audit, dan nama Aparat Pengawasan Intem
Pemerintah yang akan ditugaskan. Dalam pemberitahuan i1 harus
dilampirkan daftar permintaan informasi dan data yang diperlukan selama
survey pendahuluan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Inspektur Kabupaten Sintang, pada

Pelaksanaaan pemeriksaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan Pertemuan
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awal (Entry Briefing). Tim Pemeriksa bertemu dengan Kepala Desa atau yang
mewakili, untuk menyampaikan maksud dan tujuan pemerksaan. Pada Kegiatan
pemeriksaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tim pemenksa melaksanakan tugas
pemeriksaan pada obyek-obyek yang akan dipenksa sesuai dengan program kerja
pemeriksaan.

Selanjutnya, setiap Tim Pemeriksa wajib menuangkan hasil pemenksaan
ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP). KKP direview secara berjenjang oleh
Ketua Tim, Pengendahh Teknis dan Inspektur Kabupaten Sintang dengan
memberikan paraf pada KKP yang direview dan dilakukan pemberkasan. Kertas
Kerja Pemeriksaan disusun dalam satu berkas

Temuan hasil pemeriksaan harus dikonfirmasikan kepada Kepala Desa
yang diperiksa untuk meminta tanggapan. Hasil konfirmasi harus ditandatangani
oleh kedua belah pihak, Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan merupakan himpunan
hasil pemeriksaan yang terdin dari temuan-temuan strategis tanpa rekomendast
yang mempunyai dampak bagi pemerintah desa dan masyarakat yang perlu segera
mendapat perhatian disusun oleh Ketua Tim dan Pengendah Teknis serta
diketahui oleh Inspektur Kabupaten Sintang, Tim Pemeriksa menyampaikan
pokok-pokok hasil pemenksaan kepada kepala desa atau yang mewakili.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Inspektur Pembantu pada
Inspektorat Kabupaten Sintang, Selambat-lambatnya 1 (Satu) minggu setelah

selesai melakukan pemeriksaan reguler, Tim Pemeriksa wajib melakukan ekspose
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hasil pemeriksaan. Inspektur Pembantu menyerahkan Konsep Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) 3 (tiga) han sebelum dilaksanakan kegiatan ekspose kepada
Sekretaris Inspektorat Kabupaten Sintang.

Ekspose konsep laporan hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa dipimpin
Inspektur Pembantu dengan penyanggah terdin damn para pejabat Pengawas
Pemerintah. Penyanggah dalam ekspose harus memenuhi quorum (50% + 1), bila
tidak memenuhi kuorum ekspose ditunda pada kesempatan berikutnya dengan
maksimal penundaan 2 (dua) kali. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan membuat
notulen ekspose sebagai bahan perbaikan konsep laporan hasil pemeriksaan yang
harus dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Inspektur Kabupaten Sintang,
Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah selesai melakukan pemenksaan
regular, Tim Pemeriksa Wajib menyelesaikan laporan hasil pemeriksaan yang
telah diperbaiki sesuai hasil ekspose beserta Nota Dinas Inspektur Pembantu
kepada Inspektur Kabupaten Sintang, Konsep Nota Dinas Inspektur Kabupaten
Sintang kepada Bupati Sintang dan Petunjuk Bupati kepada Kepala Desa.

Laporan Hasil Pemeriksaan terdin atas laporan bentuk surat dan laporan
bentuk bab. Laporan bentuk surat memuat hal-hal yang bersifat strategis dan
mendesak untuk segera ditindaklanjuti. Laporan hasil pemeriksaan terdiri atas
beberapa bab yang maksudnya untuk melaporkan hasil pemeriksaan secara

menyeluruh, dengan sistimatika sebagai berikut:
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a) Babl : Simpulan dan Rekomendasi
(1) Simpulan Hasil Pemeriksaan
(2) Rekomendasi
b) Bab II : Uraian Hasil pemeriksaan
(1) Data Umum
(a) Dasar Pemertksaan
(b) Tujuan Pemeriksaan
(c) Ruang Lingkup Pemeriksaan
(d) Batas Pemeriksaan
(e) Pendekatan Pemeriksaan
(f) Strategi Pelaporan
(g) Status dan Tindak Lanjut Temuan Hasil pemeriksaan
yang lalu
(2) Hasil Pemeriksaan
(a) Profil Administrasi Umum Pemerintahan
- Kebyakan Desa
- Kelembagaan Desa
- Keuangan Desa
- Kekayaan Desa
(b) Profil Urusan
- Urusan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul
desa.
- Urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten
Sintang yangdiserahkan pengaturannya kepada

desa.

- Tugas pembantuan dan pemerintah,
pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten
Sintang.

- Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan
perundang-undangan diserahkan kepada desa.
(3) Temuan dan Rekomendast
¢) Bab Il : Penutup
Menurut salah seorang Aparat Pengawasan Intern Pemerintah/Pemeriksa
pada Inspektorat Kabupaten Sintang bentuk - bentuk pemeriksaan adalah instruksi

rinci Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk mendapatkan bukti — bukti

audit yang diperlukan sesuat dengan sasaran yang ingmn dicapai dengan
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menggunakan teknik — teknik audit yang sesuai. Sedangkan teknik audit adalah
cara — cara yang ditempuh oleh Aparat Pengawasan Intem Pemerintah untuk
mendapatkan bukti — bukti yang diperlukan. Salah satu teknik audit yang paling
sering dilakukan adalah teknik analisis.

Teknik analisis dalam Pemernksaan Pengelolaan Alokast Dana Desa yang
dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten
Sintang sangat sering (dilakukan setiap kali audit). Analisis adalah memecah /
mengural data / informasi ke dalam unsur- unsur yang lebih kecil atau bagian —
bagian sehingga dapat diketahui pola hubungan antara unsur atau unsur penting
yang tersembunyi. Sebagai contoh, biaya bahan bakar dan pelumas dianalisis
(dwurar) menurut penggunanya. Aparat Pengawasan Interm Pemerintah menyusun
suatu daftar pesanan Inventaris kantor menganalisis menurut syarat
penawarannya, rekanan yang masuk, persetujuan, pembelian yang pernah
dilakukan, analisis biaya, jadwal, dan lain — lain.

Teknik lainnya adalah observasi/pengamatan. Dari hasil wawancara
dengan Kepala Desa Baning Kota dan Kepala Desa Mertiguna memperlihatkan
teknik observasi/pengamatan dalam Pemeriksaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa
sangat sering dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada
Inspektorat Kabupaten Sintang. Observasi/ Pengamatan adalah peninjauan dan
pengamatan atas suatu obyek secara hati — hati, 1lmiah, dan kontinyu selama

kurun waktu tertentu untuk membuktikan suatu keadaan atau masalah. Sering
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dilakukan dan jarak jauh dan tanpa disadari oleh pihak yang diamati. Banyak
mengandalkan panca indera, kecermatan dan imajinatif Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah.Umum dilaksanakan pada tahap survey pendahuluan. Untuk
mendeteksi kondisi yang tidak memenuhi syarat/kriteria. Inspektur Kabupaten
Sintang menyatakan hasil pengamatan biasanya dilakukan dengan teknik audit
lanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Inspektur Pembantu pada Inspektorat
Kabupaten Sintang, selain teknik tersebut, dalam Pemeriksaan Pengelolaan
Alokasi Dana Desa adalah teknik vernifikasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan
Kepala Desa Baning Kota dan Kepala Desa Mertiguna, teknik vernfikasi dalam
Pemeriksaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa sangat sering dilakukan oleh Aparat
Pengawasan Intem Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Sintang. Verifikasi
adalah pengujian secara rinci dan tehiti tentang kebenaran, ketelitian perhitungan,
kesahihan, pembukuan, pemilikan, dan eksistensi dart suatu masalah Sekretans
Inspektorat Kabupaten Sintang menyatakan contoh verifikas: atas bahan bukti kas
maka diteliti secara rninci atas : penjumlahan, perkahan, perhitungan, kesesuaian
angka dengan huruf, ketepatan nama dan kegunaan (apakah memang diperlukan),
Kesesuaian tanggal, prosedur telah diitkuti, ada otorisasi serta mater: lengkap.

Teknk wawancara sangat sering dilakukan dalam Pemenksaan
Pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh Aparat Pengawasan Intem Pemerintah pada

Inspektorat Kabupaten Sintang. Inspektur Kabupaten Sintang menyatakan hal-hal
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yang harus disiapkan dalam wawancara adalah: Tentukan sumber informasi/obyek
wawancara, Jadwalkan wawancara labih dahulu, Buat persiapan mater1 dan cara
bertanya, Mulai dengan suasana yang bersahabat/hangat, Perhatikan dan
dengarkan, Usahakan agar pihak yang diwawancarai tidak mengetahui arah
pembicaraan, Hindarkan pertanyaan yang cenderung jawabannya mengiyakan,
Tutuplah wawancara denan catatan positif, Dokumentasikan hasil wawancara,
serta Mintakan penegasan/persetujuan hasil wawancara dari pthak yang
diwawancarai.

Teknik evaluasi sangat sering (dilakukan setiap kali audit) oleh Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Sintang. Menurut
Sekretaris Inspektorat Kabupaten Sintang, dalam teknik evaluasi pengendahan
dikenal dengan teknik menggambarkan dalam bagan arus (flowchart). Contohnya
adalah: evaluasi terhadap sistem informasi, evaluasi terhadap sistem pelaporan,
evaluasi terhadap kinerja dan sebagainya.

Teknik investigasi jarang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Sintang Investigasi adalah suatu upaya
untuk mengupas secara ekstensif suatu permasalahan melalu1 penjabaran,
menguratkan, atau menelii secara mendalam. Merupakan suatu proses
pendalaman dan verifikasi setelah adanya indikasi Indikas: dapat diperoleh dan

pelaksanaan teknik audit lainnya seperti wawancara, pengamatan, verifikasi.
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Selain jenmis/macam tekmk Pemeriksaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa
terdapat pula teknik audit lainnya. Adapun tekmk audit lainnya adalah: cek/test,
uj1, footing, cros footing, vouching, trasir, scanning, rekonsiliasi, konfirmasi,
bandingkan, prosedur analisis, inventarisasi / opname, dan inspeksi. Dari hasil
wawancara, dapat diketahur teknik cek/tes dalam Pemeriksaan Pengelolaan
Alokas1 Dana Desa sangat sering dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intemn
Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Sintang. Menurut Sekretaris Inspektorat
Kabupaten Sintang contohnya adalah: cek atau tes kebenaran penjumlahan, cek
apakah barang yang dibeli telah diterima, cek apakah merek mesin yang diterima
sesual dengan yang dipesan serta test apakah peralatan yang dibeli adalah baru
dan lengkap.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Inspektur Kabupaten Sintang,
Teknik uji dalam Pemeriksaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa cukup sering
dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemenntah pada Inspektorat Kabupaten
Sintang. Menurut Inspektur Kabupaten Sintang uji adalah test yang dilakukan
mencakup hal-hal yan esensial Contohnya adalah: uj1 rumus yang digunakan oleh
auditan, untuk sesuatu hal auditan mempunyai beberapa altematif, Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah menguji apakah altematif yang dipilih oleh auditan
adalah alternatif yang terbaik serta uji apakah teknik metode kerja yang digunakan

oleh auditan adalah tepat, efisien, dan hemat.
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Teknik footing sangat sering dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Sintang. Footing adalah menguji
kebenaran penjumlahan sub total dan total dar atas ke bawah (vertikal).

Teknik scanning sangat sering dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intermn
Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Sintang Scanning adalah penelaahan
secara umum dan dilakukan dengan cepat tetap: telitt untuk menemukan hal-hal
yang tidak lazim, atau suatu informasi/data. Menurut Sekretaris Inspektorat
Kabupaten Sintang contohnya adalah: scanning terhadap buku tamu untuk
memperoleh data tentang pihak-pthak yang berhubungan dengan pembenan suatu
perizinan besar, serta scanning terhadap agenda surat-surat masuk / keluar untuk
memperoleh adanya surat-surat masuk/keluar yang memuat informasi / data
penting yang tidak lazim atau ada hubungannya dengan suatu permasalahan .

Berdasarkan hasil wawancara dengan Inspektur Pembantu pada Inspektorat
Kabupaten Sintang, Teknik vowuching sangat sering dilakukan oleh Aparat
Pengawasan Intem Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Sintang. Vouching
adalah menelusur suatu informasi/data dalam suatu dokumen ke pencatatan
pendukungnya menuju kepada adanya bukti pendukungnya. Atau menelusur
mengikuti ketentuan/prosedur yang berlaku dan hasil menuju awal kegiatan.
Vouching hanya mengecek adanya bukti tetapi belum meneliti 1sinya (substantif).
Contohnya adalah pemeriksaan termin pembayaran kontrak pemborongan

dilakukan dengan mentrasir dari laporan kecatatan buku kemudian ke bukti
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kuttansi pembayaran, yang dihubungkan dengan berita acara pemeriksaan
penyelesaian fisik.

Teknik trasir sangat sering dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Sintang. Trasir adalah menelusur suatu
bukti transaksi/’kejadian menuju ke penyajian / informasi dalam suatu dokumen.
Atau menelusur mengikuti ketentuan/ prosedur yang berlaku dari awal menuju
hasil akhir suatu kegiatan. Menurut Inspektur Kabupaten Sintang contohnya
adalah: pemeriksa mengambil secara suatu bukti penerimaan, kemudian
menelusuri kepencatatan buku kas, pencatatan ke buku pengawasan setoran,
selanjutnya kelaporan penerimaan bulanan.

Teknik rekonsiliast cukup sering dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intem
Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Sintang. Rekonsiliasi adalah mencocokan
dua data yang terpisah, mengenai hal yang sama yang dikerjakan oleh
instansi/unit / bagian yang berbeda. Rekonsiliasi lazim digunakan untuk saldo
buku bank auditan dengan rekening Koran dari Bank ataupun rekonsiliasi saldo
persediaan barang menurut buku dengan jumlah barang digudang.

Teknik konfirmasi dalam Pemeriksaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa
sering dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Inspektorat
Kabupaten Sintang. Konfirmasi dapat dilakukan dengan lhsan yaitu dengan
wawancara langsung kepada pihak yang bersangkutan, atau dapat dilakukan

secara tertulis dengan mengirimkan surat konfirmasi. Konfirmasi positif yaitu
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konfirmas: yang harus dyawab secara tertuhs oleh pihak luar tersebut mengenai
data yang diminta, dan konfirmasi negatif yaitu Konfirmasi yang meminta
jawaban tertulis bila data yang dikonfirmasikan berbeda/salah, dan tidak perlu
dyjawab apabila yang dikonfirmasikan telah sama/benar dengan data yang
bersangkutan.

Teknik pembandingan senng dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intem
Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Sintang, yaitu dengan membandingkan
data dari satu umit kerja dengan data dari umit kerja yang lain, atas hal yang sama
dan penode yang sama atau hal yang sama dar1 periode yang berbeda, kemudian
ditarik kesimpulannya. Contohnya adalah membandingkan jumiah pemakaian
barang menurut administrasi unit kerja pemakai dengan jumlah pemakaian unit
tersebut menurut administrasi gudang serta membandingkan harga beli dengan
harga pasar menurut penawaran umum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Inspektur Kabupaten Sintang,
Teknik prosedur analisis tidak pernah dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intem
Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Sintang dalam Pemeriksaan Pengelolaan
Alokasi Dana Desa. Menurut Inspektur Kabupaten Sintang hal in1 disebabkan
prosedur analisis cukup berat dilakukan, karena harus membuat Analisis Ratio,
Analisis Pasar, Analisis Tren, Analisis Industri serta Perbandingan Dengan
Instansi / Unit Kerja lain yang diketahui lain oleh Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah.
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Teknik inventarisasi/opname sangat sering dilakukan dalam pelaksanaan
audit yang oleh Aparat Pengawasan Intern Pemenntah pada Inspektorat
Kabupaten Sintang. Inventarisasi adalah pemeriksaan fisik dengan menghitung
fistk barang, menilair kondisinya (rusak berat, rusak ringan, baik, dan
membandingkannya dengan saldo menurut buku (administrasi), kemudian
mencart sebab-sebab terjadinya perbedaan apabila ada. Dapat diterapkan seperti
terhadap : barang inventaris, perabot kantor, kebun ataupun temak, kas,
persediaan barang, sejauh ada fisitknya.

Teknik inspeksi dalam Pemeriksaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa
sering dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Inspektorat
Kabupaten Sintang. Inspeksi adalah meneliti secara langsung ketempat kejadian,
yang lazim pula disebut on the spot, yang dilakukan secara selintas, tidak rinci
tetapi teliti.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Inspektur Pembantu pada
Inspektorat Kabupaten Sintang, Mekanisme dan sistimatika laporan Monitoring
dan pemutakhiran tindak lanjut hasil Pemeriksaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa
adalah Inspektorat Kabupaten Sintang mempersiapkan bahan Monitoring tindak
lanjut hasil pengawasan berupa data temuan, penyebab, rekomendasi hasil
pengawasan dalam bentuk daftar inventarisasi. Inspektorat Kabupaten Sintang
memantau tindak lanjut atas hasil pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan

Desa dengan membentuk Tim Monitoring. Tim  Monitoring melaporkan hasil
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Monitoring  tindak  lanjut  hasil pengawasan kepada Inspektur Kabupaten
Sintang. Inspektur Kabupaten Sintang melaporkan hasil Monitoring tindak lanjut
kepada Bupati Sintang dengan tembusan Gubemur.

Pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan, Inspektorat Kabupaten
Sintang mempersiapkan bahan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan
berupa laporan hasil Monitoring. Pemutakhiran tindakianjut hasil pengawasan
Kabupaten Sintang dikoordinir oleh Wakil Bupati Hasil rapat pemutakhiran
tindaklanjut hasil pengawasan Kabupaten dilaporkan Bupati Sintang kepada
Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri.

Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Alokasi Dana
Desa terdiri atas 2 (dua) macam, yaitu laporan bentuk surat dan bentuk bab.
Laporan bentuk surat berisii Gambaran secara umum pelaksanaan
Monitoring/pemutakhiran tindak lanjut hasil Pemeriksaan Pengelolaan Alokasi
Dana Desa serta memberikan masukan/saran mengenai langkah-langkah yang
perlu diambil.

Standar tindak lanjut Pemeriksaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa terdin
atas 4 (empat) butir standar. Yang pertama adalah Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah harus mengkomunikasikan kepada manajemen auditan bahwa
tanggung jawab untuk menyelesaikan atau menindaklanjuti temuan audit dan
rekomendasi berada pada pihak auditan. Berdasarkan hasil wawancara, dapat

diketahui sebagian besar subjek penelitian menyatakan Aparat Pengawasan Intern
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Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Sintang telah membuat rekomendasi
tindak lanjut hasil temuan Pemenksaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Mengenar Monitoring tindak lanjut hasil temuan Pemenksaan
Pengelolaan Alokasi Dana Desa, dan hasil wawancara dapat diketahuir Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Sintang telah
melakukan Monitoring mengenai tindak lanjut atas temuan Pemenksaan
Pengelolaan Alokasi Dana Desa beserta rekomendasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Inspektur Pembantu pada
Inspektorat Kabupaten Sintang, Butir ketiga dan standar tindak lanjut adalah
Aparat Pengawasan Intern Pemernntah harus melaporkan status temuan beserta
rekomendasi audit sebelumnya yang belum ditindaklanjuti. Dart hasil wawancara,
dapat diketahui Aparat Pengawasan Intern Pemernntah telah melaporkan status
temuan beserta rekomendasi audit sebelumnya yang belum ditindaklanjuti dalam
Pemeriksaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Dan jika terdapat temuan yang
berindikas1 adanya tindakan melawan hukum, Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah harus membantu aparat hukum terkait dalam upaya penindaklanjutan
temuan tersebut. Sehubungan dengan 1tu, untuk mengetahui pelaksanaan temuan
yang berindikasi adanya tindakan melawan hukum, dan pemeriksa telah
membantu aparat hukum terkait dalam upaya penindaklanjutan temuan tersebut.
Dari hasil wawancara, diketahui jika terdapat temuan Pemeriksaan Pengelolaan

Alokasi Dana Desa yang berindikasi adanya tindakan melawan hukum, Aparat
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Pengawasan Intern Pemerintah telah membantu aparat hukum terkait dalam upaya
penindaklanjutan temuan tersebut.
C. Pembahasan

1. Implementasi Audit Keuangan Dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Alokasi
Dana Desa

Audit Keuangan yang dilakukan dalam pemeriksaan alokasi dana desa
adalah audit untuk menentukan apakah Laporan Keuangan Desa secara
keseluruhan sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Kriteria yang digunakan
adalah aspek legalitas pengelolaan alokasi dana desa tersebut seperti: Peraturan
Bupati tentang penetapan Alokasi Dana Desa dan Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karena Pengelolaan Alokasi Dana Desa
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa, maka
seluruh kegiatan yang didanai Alokasi Dana Desa harus direncanakan,
dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur
Masyarakat di Desa. Selain 1tu, keuangan desa harus dapat
dipertanggungjawabkan secara Administrasi, Teknis dan Hukum. Alokasi Dana
Desa dilaksanakan dengan menggunakan Prinsip Hemat, Terarah dan Terkendali.

Aspek penting lainnya dalam Implementasi Standar Audit Keuangan
Dalam Pelaksanaan Pemenksaan Alokasi Dana Desa terkait dengan
penatausahaan keuangan atau alokasi dana desa tersebut. Untuk pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Kepala Desa harus menetapkan
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Sekretaris Desa sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Desa yang
melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Pemenntahan Desa. Kepala
Urusan Umum dan Keuangan sebagai Bendahara Desa yang bertugas menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang
pendapatan desa dan uang untuk keperluan belanja desa dalam rangka
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bendahara Desa wajb menyelenggarakan Pembukuan terhadap seluruh
penennmaan dan pengeluaran desa. Pembukuan dengan menggunakan sistem
Akuntans: yang bersifat umum dan sesuar dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP). Penatausahaan Penerimaan wajib dilaksanakan oleh
Bendahara Desa. Penatausahaan sebagaimana menggunakan: Buku kas umum,
Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan; Buku kas harian pembantu.
Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi
tanggungjawabnya melalul laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada
Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Laporan
pertanggungjawaban penerimaan dilampin dengan: Buku kas umum, Buku kas
pembantu perincian obyek penerimaan; Bukti penenmaan lainnya yang sah.

Penatausahaan Pengeluaran wajib dilakukan oleh Bendahara Desa.
Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan pada Peraturan Desa
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau Peraturan Desa tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa melalui pengajuan Surat
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Permintaan Pembayaran. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran harus disetujui
oleh Kepala Desa melalui Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
(PTPKD). Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang
yang menjadi tanggung jawabnya melalm laporan pertanggungjawaban
pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan benkutnya.
Dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan
pengeluaran meliputi: Buku kas umum; Buku kas pembantu perincian obyek
pengeluaran; Buku kas harian pembantu.

Keberhasilan Implementas: Standar Audit Keuangan Dalam Pelaksanaan
Pemeriksaan Alokasi Dana Desa sangat ditentukan oleh kualitas para personil
(Aparat Pengawasan Intem Pemerintah). Pemilihan Aparat Pengawasan Intem
Pemerintah harus didasarkan pada rencana audit jangka panjang, pendidikan, dan
keahlian teknis dari para Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Selam 1n1 juga
harus dipertimbangkan kemampuannya berkomunikasi karena Aparat Pengawasan
Intem Pemerintah akan berhubungan dengan berbagai tingkatan manajemen.
Setiap anggota Audit Intermal harus mempunyai pengetahuan tentang sistem
akuntasi dan keuangan, kerana setiap aktivitas tentu berhubungan dengan masalah
keuangan. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang bertugas untuk audit
keuangan harus benar-benar menguasai standar akuntansi atau ketentuan-

ketentuan yang berkaitan dengan pembukuan transaksi keuangan.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42420.pdf

112

2. Implementasi Audit Ketaatan Dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Alokasi
Dana Desa

Audit Ketaatan adalah audit untuk menentukan apakah auditan patuh
terhadap prosedur, aturan-aturan, dan ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh
autoritas yang terkait. Data-data permanen seperti Undang-undang, Peraturan
Pemerintah, Keppres, dan Peraturan lainnya harus dimiliki oleh audit intemnal.
Struktur organisasi, uraian tugas, prosedur, kebijaksanaan dan lain-lain harus
diperoleh terlebih dahulu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebelum
melaksanakan audit. Data-data keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan
sebagainya harus diperoleh terlebih dahulu dari Bagian Keuangan, Kepegawaian
dan sebagainya. Data-data yang menyangkut tentang kegiatan operasional harus
diperoleh terlebih dahulu darnt satuan kerja masing-masing. Selain itu perlu
diperoleh data-data tentang uraian tertulis tentang kegiatan operasional, flow chart
atas suatu kegiatan operasional.

Kegiatan vyang dilakukan untuk Standar Audit Ketaatan Dalam
Pelaksanaan Pemeriksaan Alokasi Dana Desa antara lain adalah: Memeriksa
apakah untuk melaksanakan alokasi dana desa tersebut Kepala Desa telah
menetapkan Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa. Memeriksa
apakah Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa tidak bertentangan

dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
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Audit ketataan dilakukan mulai dar1 penyusunan Rancangan Peraturan
Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pemeriksaan apakah
Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan Belanja Desa kepada Bupati Sintang untuk dievaluasi tepat waktu
kalau tidak apa sebabnya. Pemeriksaan apakah hasil evaluasi Bupati Sintang
terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa disampaikan kepada Kepala Desa tepat waktu, kalau tidak can
penyebabnya. Pemeriksaan apakah Kepala Desa menindaklanjuti hasil evaluasi
Bupatt Sintang tersebut.

Pemeriksaan Pengelolaan Alokast Dana Desa juga tidak terlepas dan
pemeriksaan apakah buku administrasi keuangan Desa sudah dibuat dan
dikerjakan secara tertib dan teratur yang terdint atas: Buku Anggaran Penerimaan,
Buku Anggaran Pengeluaran Rutin, Buku Anggaran Pengeluaran Pembangunan,
Buku Kas Umum., Buku Kas Pembantu Penerimaan, Buku Kas Pembantu
Pengeluaran Rutin serta Buku Kas Pembantu Pengeluaran Pembangunan.

3. lmplementasi Audit Operasional Dalam Pelaksanaan Pemeriksaan
Alokasi Dana Desa

Audit Operasional adalah suatu review atas prosedur dan metode operasi
entitas mengevaluasi efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan. Pelaksanaan
Pemeriksaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa secara umum harus tercantum

dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Program Kerja Pengawasan
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Tahunan (PKPT) merupakan program kerja pengawasan yang disusun untuk 1
(satu) tahun yang dimaksudkan untuk memeriksa atas pelaksanaan seluruh
kegiatan unit organisasi/objek pemeriksaan (obyek ). Hal ini dilakukan untuk
menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana
dan peraturan yang telah ditetapkan.

Dar Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tersebut, mekanisme
pemeriksaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan melalui beberapa tahapan
yang dimulai dengan kegiatan Persiapan pemeriksaan. Dalam persiapan
pemeriksaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa langkah pertama yang dilakukan
adalah Koordinast Rencana Pemerniksaan. Sebelum memprogramkan pemernksaan
terlebih dahulu dilakukan koordinasi dengan kecamatan mengenai waktu dan
obyek yang akan diperiksa.

Langkah selanjutnya adalah Pengumpulan dan Penelaahan informas:
umum mengenat obyek yang diperiksa. Menghimpun data dan informasi yang
berkaitan dengan obyek yang diperiksa antara lain: Peraturan perundang-
undangan, Data umum obyek vyang diperiksa, Laporan pelaksanaan
program/kegiatan dari obyek yang akan diperiksa, L.aporan Hasil Pemeriksaan
Aparat Pengawasan sebelumnya, serta sumber informast lain yang dapat membern
kejelasan mengenai pelaksanaan/kegiatan obyek yang akan diperiksa. Setelah

Menghimpun data dan informasi yang berkaitan dengan obyek yang diperiksa,
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kemudian menelaah data dan informasi yang dikumpulkan untuk bahan
pemeriksaan.

Apabila seluruh kegiatan admimstratif telah selesai, maka langkah
berikutnya adalah melaksanakan kegiatan audit yang sebenamya. Pelaksanaan
survel pendahuluan adalah langkah pertama dalam proses audit. Dalam survei
pendahuluan akan dikumpulkan seluruh data yang relevan dengan kegiatan obvek
yang akan diaudit, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk penyusunan
audit program. Pelaksanaan surver pendahuluan harus memungkinkan tim audit
dapat memahami bagiamana suatu bagian atau suatu kegiatan dilaksanakan, jenis
pekerjaan yang dilaksanakan, dan bagaimana pekerjaan itu berhubungan dengan

bagian lain dan organisasi i1tu.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dart uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah,
perumusan masalah dan ruang lingkup permasalahan, tujuan penelitian, serta
dengan memperhatikan hasil penelittan dan pembahasan yang penulis sajikan
dalam Bab IV, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementas: Standar Audit Dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Alokasi Dana
Desa oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pada Inspektorat Kabupaten
Sintang dilakukan dengan Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan (PKP)
yang meliputt kegiatan: penentuan personil, penentuan jadwal waktu
pemeriksaan, penentuan obyek, sasaran dan ruang lingkup pemeriksaan serta
menyusun langkah-langkah pemenksaan Ruang lingkup pelaksanaan
pemeriksaan dilakukan terhadap: kebiyjakan desa;  kelembagaan desa;
keuangan desa; dan kekayaan desa. Jenis audit yang sering dilakukan adalah
audit keuangan (dilakukan setiap kali audit). Standar ketaatan dalam
pemeriksaan alokasi dana desa adalah dengan melihat peraturan desa,
peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa, anggaran pendapatan dan
belanja desa, serta buku administrasi keuangan desa. Teknik audit yang sangat

sering dilakukan adalah tekmk analisis, teknik observasi/pengamatan, teknik
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verifikasi, teknik wawancara, dan teknik evaluasi. Sedangkan teknik
investigasi jarang dilakukan

2. Ketaatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah terhadap peraturan
perundang-undangan yang berlaku, semangat pengabdian, tingkat integritas,
objektifitas, serta kesediaan menyimpan rahasia belum optimal. Perilaku
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam mteraks: dengan sesama Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah seperti tingkat kerjasama, stkap saling
mengingatkan, membimbing dan mengoreksi, rasa kebersamaan dan rasa
kekeluargaan cukup batk. Pernlaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
dalam interaksi dengan pihak yang terkait juga cukup baik. Hal-hal yang
dapat mempengaruhi independensi dan obyektivitas seorang Aparat
Pengawasan Intem Pemenntah seperti: hubungan keluarga dengan obyek
pemeriksaan, kedudukan dalam organisasi, keterlibatan dalam usaha yang
tidak sesuai dan tidak konsisten. pelaksanaan jasa lain untuk auditan,
hubungan keluarga dan pribadi, imbalan atas jasa profesional, penerimaan
barang atau jasa dan auditan serta pemberian barang atau jasa kepada Aparat

Pengawasan Intern Pemerintah
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B. Saran

1. Dalam proses Pemeriksaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, diharapkan
Inspektorat Kabupaten Sintang dapat menerapkan teknik investigasi. Artinya
bahwa pemeriksaan tersebut mengupas secara ekstensif suatu permasalahan
melalul penjabaran, menguratkan, atau meneliti secara mendalam mengenai
pertanggungjawaban  Alokasi Dana Desa. Guna menjaga mdependensi
pelaksanaan audit oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Inspektorat
Kabupaten Sintang diharapkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang
bertugas pada pemeriksaan suatu objek pemeriksaan tertentu tidak mempunyai
hubungan kekeluargaan atau kenalan dan sebagainya dan objek pemeriksaan.
Selain itu, pendidikan profesional berkelanjutan dan pelatthan Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Sintang

diharapkan dapat dilaksanakan pada jenjang yang lebih tingg:

o

Anggaran pemeriksaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa diharapkan dapat
ditingkatkan. Hal 1n1 dimaksudkan agar Desa-Desa yang menjadi objek
pemeriksaan dapat lebth banyak lagi Guna meminimalkan pengaruh
subjektifitas dalam pelaksanaan audit diharapkan adanya peningkatan
kesejahteraan para Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Misalnya dengan
memberikan tunjangan fungsional yang memadai serta menyediakan sarana

kerja yang dapat mendukung pelaksanaan auditing.
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PEDOMAN OBSERVASI

No | Aspek-Aspek Dalam Laporan

Pelaksaan Pemeriksaan ADD Ada Tidak ada Keterangan

I Tujuan audit, lingkup audit, dan
metodologi audit

2 Temuan dan simpulan audit secara
objektif, serta rekomendasi yang
konstruktif

3 Lebih mengutamakan usaha perbaikan
atau penyempurnaan daripada

4 Masalah yang belum dapat diselesaikan
sampai berakhirnya audit

5 Pengakuan  atas  suatu  prestasi

keberhasilan atau suatu tindakan
perbaikan yang telah dilaksanakan,
terutama jika perbaikan itu dapat
diterapkan di entitas lain

6 Penjelasan pejabat auditan mengenai
hasil audit
7 Informasi penting, jika ada, yang tidak

dimuat, karena dianggap rahasia atau
harus diperfakukan secara khusus
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan

No Program Pengawasan

Ada Tidak ada Keterangan

i Pengawasan terhadap penyelenggaraan
dan pendayagunaan aparatur

2 Pengawasan terhadap administrasi
umum kepegawaian

3 Pengawasan terhadap  pelaksanaan
pembayaran gaji serta kesejahteraan
pegawai

4 Pengawasan  terhadap  pembinaan
organisasi dan ketatalaksanaan

5 Pengawasan terhadap penelitian dan

pembangunan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42420.pdf

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah yang menjadi tujuan dimmplementasikannya Audit Keuangan dalam
pemeriksaan alokasi dana desa oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
pada Inspektorat Kabupaten Sintang?

2. Apakah yang menjadi tujuan diimplementasikannya Audit Ketaatan dalam
pemeriksaan alokasi dana desa oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

pada Inspektorat Kabupaten Sintang?

3. Apakah yang menjadi tujuan ditmplementasikannya Audit Operasional dalam
pemeriksaan alokasi dana desa oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
pada Inspektorat Kabupaten Sintang?

4. Bagaimanakah implementasi Audit Keuangan dalam pemeriksaan alokasi dana
desa oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten

Sintang?

5. Bagaimanakah implementasi Audit Ketaatan dalam pemeriksaan alokasi dana
desa oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten

Sintang?

6. Bagaimanakah implementasi Audit Operasional dalam pemeriksaan alokasi
dana desa oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Inspektorat

Kabupaten Sintang?

7. Aturan Perilaku apa saja yang harus dipedomani oleh Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Sintang dalam pemeriksaan
alokasi dana desa?

8. Bagaimanakah penerapan Aturan Perilaku tersebut dalam pelaksanaan audit?
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9. Apakah Integritas, Obyektivitas dan Independensi dapat mempengaruhi
pelaksanaan tugas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Inspektorat
Kabupaten Sintang dalam pemeriksaan alokasi dana desa?

10. Hal-hal apa saja yang dapat mempengaruhi independensi dan obyektivitas
seorang Aparat Pengawasan Intern Pemerintah?

11. Apakah Kecakapan Profesional dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Sintang

dalam pemeriksaan alokasi dana desa?
12. Dalam hal apa saja hal tersebut mempengaruhi?

13. Apakah Pengungkapan Informasi Rahasia Obyek Pemeriksaan dapat
mempengaruhi pelaksanaan tugas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada

Inspektorat Kabupaten Sintang dalam pemeriksaan alokasi dana desa?

14. Dalam hal apa saja hal tersebut mempengaruhi?
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Mahasiswa : Yotham
NIM : 500643755
Judul - Implementasi Audit Dalam Pelaksanaan Pemeriksaan

Alokasi Dana Desa Oleh Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah Pada Inspektorat Kabupaten Sintang

Nama Yang : Inspektur Kabupaten Sintang:

Diwawancara

1. Apa saja kegiatan APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
berkaitan dengan pemeriksaan keuangan Desa?
Jawab: APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH kami
melakukan pemeriksaan apakah ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang
Alokasi Dana Perimbangan Desa. Jika ada, periksa apakah Peraturan
Daerah tersebut telah didukung dengan Peraturan Bupati tentang penetapan
Alokasi Dana Desa. Periksa apakah penetapan Alokasi Dana Desa telah
mempertimbangkan faktor pemerataan, keadilan, serta potensi desa. Dilakukan
pemeriksaan apakah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah memuat
sumber-sumber pendapatan desa, yaitu : Pendapatan asli desa; Bagi hasil
pajak daerah dan retribusi tertentu; Bagian dari dana perimbangan keuangan
Pemerintah, Pemerintah Provinsi yang diterima oleh Kabupaten; Bantuan
Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
Hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.
2. Apa saja kemampuan yang harus dimiliki APARAT PENGAWASAN
INTERN PEMERINTAH berkaitan dengan pemeriksaan keuangan Desa?
Jawab: Setiap anggota Audit Internal harus mempunyai pengetahuan tentang
sistem akuntasi dan keuangan, kerana setiap aktivitas tentu berhubungan
dengan masalah keuangan. APARAT PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH vyang bertugas untuk audit keuangan harus benar-benar
menguasai standar akuntansi atau ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan
pembukuan transaksi keuangan. Manajer Audit harus mempunyai
profesionalisme dibidang audit.
3. Bagaimana pengalaman APARAT PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH berkaitan dengan pemeriksaan keuangan Desa?
Jawab: Untuk para APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH,
pengalaman yang diperlukan tergantung pada tingkatan APARAT
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH yang bersangkutan dan penugasan
audit yang akan diberikan. Di dalam memilih APARAT PENGAWASAN
INTERN PEMERINTAH yang akan ditugaskan, perlu dipertimbangkan hal-
hal berikut: Apakah APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
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yang bersangkutan pernah ditugaskan sebelumnya, Bagaimana APARAT

PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH melaksanakan tugas yang

dibebangkan dan bagaimana yang bersangkutan melaksanakan tugas-tugas

tertentu, Apakah APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH selalu
meningkatkan profesionalismenya, serta bagaimana tujuan/filosofi pribadinya
dan motivasinya dalam menjalankan profesi sebagai APARAT

PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH.

4. Apa saja hal-hal yang dapat mempengaruhi independensi dan obyektivitas
seorang APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH dalam
pemeriksaan alokasi dana desa?

Jawab: hal-hal yang dapat mempengaruhi independensi dan obyektivitas
seorang APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH seperti:
hubungan keluarga dengan obyek pemeriksaan, kedudukan dalam organisasi,
keterlibatan dalam usaha yang tidak sesuai dan tidak konsisten, pelaksanaan
jasa lain untuk obyek pemeriksaan audit, hubungan keluarga dan pribadi,
imbalan atas jasa profesional, penerimaan barang atau jasa dari obyek
pemeriksaan serta pemberian barang atau jasa kepada obyek pemeriksaan.

5. Data-data apa saja yang diperlukan dalam pemeriksaan alokasi dana desa?

Jawab: Data-data permanen seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah,

Keppres, dan Peraturan [ainnya harus dimiliki oleh audit internai. Struktur

organisasi, uraian tugas, prosedur, kebijaksanaan dan lain-lain harus diperoleh

terlebih dahulu oleh APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
sebelum  melaksanakan audit. Data-data keuangan, kepegawaian,
perlengkapan, dan sebagainya harus diperoleh terlebih dahulu dari Biro

Keuangan, Kepegawaian dan sebagainya. Data-data yang menyangkut tentang

kegiatan operasional harus diperoleh terlebih dahulu dari Direktorat Jenderal

masing-masing. Selain itu perlu diperoleh data-data tentang uraian tertulis
tentang kegiatan operasional, flow chart atas suatu kegiatan operasional.

6. Apakah dalam pelaksanaan audit alokasi dana desa yang dilakukan oleh
APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH pada Inspektorat
Kabupaten Sintang telah bersifat independen?

Jawab: cukup independen

7. Apakah dalam pelaksanaan audit alokasi dana desa pada Inspektorat
Kabupaten Sintang penugasan dilaksanakan oleh staf yang memiliki
tingkat pelatihan dan keahlian teknis untuk penugasan tersebut?

Jawab: sebagian besar memiliki tingkat pelatihan dan keahlian teknis

8. Apakah dalam pelaksanaan audit alokasi dana desa pada Inspektorat
Kabupaten Sintang telah dilaksanakan konsultasi untuk memberikan
keyakinan memadai bahwa APARAT PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH akan memperoleh informasi memadai sesuai yang
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dibutuhkan dari orang yang memiliki tingkat pengetahuan, kompetensi,
pertimbangan, dan wewenang memadai?

Jawab: selalu dilaksanakan

9. Apakah dalam pelaksanaan audit alokasi dana desa pada Inspektorat
Kabupaten Sintang telah  dilaksanakan supervisi penugasan untuk
memberikan keyakinan memadai bahwa pelaksanaan penugasan memenuhi
standar mutu yang ditetapkan?

Jawab: selalu dilaksanakan

10. Apakah APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH pada
Inspektorat Kabupaten Sintang telah dilaksanakan melalui pendidikan
profesional berkelanjutan dan pelatihan ?

Jawab: sebagian besar dilaksanakan  melalui pendidikan profesional

berkelanjutan dan pelatihan

11. Apakah dalam pelaksanaan audit alokasi dana desa pada Inspektorat
Kabupaten Sintang telah  dilaksanakan inspeksi untuk memberikan
keyakinan memadai bahwa prosedur yang berhubungan dengan unsur-
unsur lain pengendalian mutu telah diterapkan dengan efektif?

Jawab: selalu dilaksanakan

12. Apakah dalam pelaksanaan audit alokasi dana desa pada Inspektorat
Kabupaten Sintang pernah dilakukan Audit Keuangan (audit untuk
menentukan apakah Laporan Keuangan secara keseluruhan sesuai dengan
kriteria yang ditentukan)?

Jawab: sangat sering (dilakukan setiap kali audit)

13. Apakah dalam pelaksanaan audit alokasi dana desa pada Inspektorat
Kabupaten Sintang pernah dilakukan Audit Ketaatan (audit untuk
menentukan apakah auditan patuh terhadap prosedur, aturan-aturan, dan
ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh autoritas yang terkait)?

Jawab: sangat sering (dilakukan setiap kali audit)

14. Apakah APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH pada
Inspektorat Kabupaten Sintang telah menaati segala peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang
dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdiaan, kesadaran dan
tanggung jawab?

Jawab: selalu

15. Apakah APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH pada
Inspektorat Kabupaten Sintang memiliki semangat pengabdian yang tingi
kepada organisasinya?

Jawab: cukup memiliki

16. Apakah APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH pada
Inspektorat Kabupaten Sintang APARAT PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH memiliki keahlian yang diperlukan dalam tugasnya?
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sangat memiliki

17. Apakah APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH pada
Inspektorat Kabupaten Sintang APARAT PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH memiliki integritas yang tinggi?

Jawab: sangat memiliki

18. Apakah APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH pada
Inspektorat Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugasnya selalu
mempertahankan obyektivitasnya?

Jawab: selalu

19. Apakah APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH pada
Inspektorat Kabupaten Sintang bersedia menyimpan rahasia jabatan,
rahasia negara, rahasia obyek yang diperiksa serta hanya dapat
mengemukakannya kepada dan atas perintah pejabat yang berwenang atas
kuasa peraturan perundang-undangan?

Jawab: selalu

20. Apakah APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH pada
Inspektorat Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugasnya selalu
menggalang kerjasama yang sehat dengan sesama APARAT
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH?

Jawab: selalu

21. Apakah APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH pada
Inspektorat Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugasnya selalu
mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama APARAT
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH?

Jawab: selalu

22. Apakah APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH pada
Inspektorat Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugasnya memiliki
rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaan diantara sesama APARAT
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH?

Jawab: sangat memiliki

23. Apakah APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH pada
Inspektorat Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugasnya senantiasa
harus menjaga penampilannya?

Jawab: selalu

24. Apakah APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH pada
Inspektorat Kabupaten Sintang mampu menjalin interaksi yang sehat
dengan pihak yang diaudit?

Jawab: sangat mampu

25. Apakah APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH pada
Inspektorat Kabupaten Sintang mampu menciptakan iklim kerja yang baik
dengan pihak yang diperiksa?
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Jawab: sangat mampu

26. Apakah APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH pada
Inspektorat Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugasnya selalu
menggalang kerjasama yang sehat dengan pihak yang diaudit?

Jawab: selalu
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Mahasiswa : Yotham
NiM : 500643755
Judul :  Implementasi Audit Dalam Pelaksanaan Pemeriksaan

Alokasi Dana Desa Oleh Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah Pada Inspektorat Kabupaten Sintang
Nama Yang : APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
Diwawancara pada Inspektorat Kabupaten Sintang:

1. Langkah apa saja yang dilakukan dalam audit keuangan alokasi dana desa?
Jawab: Kami selalu memeriksa apakah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa telah melalui pembahasan dan disetujui bersama oleh Kepala Desa dan
Badan Permusyawaratan Desa. Periksa apakah Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa. Periksa apakah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah didukung dengan rencana
kegiatan desa. Periksa apakah bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten telah disalurkan melalui Kas Desa.
Periksa apakah Desa telah menerima alokasi dana perimbangan desa dari bagi
hasil pajak daerah, retribusi tertentu, bagian dari dana perimbangan keuangan
dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi sesuai periode yang ditetapkan. Periksa
apakah realisasi penerimaan dana desa tersebut telah sesuai dengan
perhitungan sebagaimana mestinya. Periksa apakah penggunaan Alokasi Dana
Perimbangan Desa telah mengacu pada komposisi: Minimal 60% digunakan
untuk pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana desa; Maksimal 30%
digunakan untuk pembiayaan operasional aparatur desa dan Badan
Permusyawaratan Desa; Maksimal 10% digunakan untuk bantuan kepada
lembaga kemasyarakatan dan organisasi lainnya yang diakui Pemerintah
Desa.

2. Apa saja aspek yang menjadi fokus audit kevangan alokasi dana desa?
Jawab: Periksa apakah ada sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan
dikelola oleh desa diambil oleh pemerintah atau pemerintah provinsi. Periksa
apakah ada sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun
retribusi namun masih ada pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa. Periksa
apakah sudah semua jenis pengeluaran sesuai dengan Rencana kegiatan Desa
yangtertuang dalam dokumen anggaran belanja desa. Periksa apakah telah
dilakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan desa. Periksa apakah
Kepala Desa telah membuat dan menyampaikan laporan penggunaan dana
alokasi desa secara berkala kepada Bupati Sintang.

3. Bagaimanakah seharusnya proses pencairan keuangan alokasi dana desa?
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Jawab: Untuk mencairkan dana tersebut, Tim Pelaksana Desa yang akan
melaksanaka kegiatan mengajukan Rencana Penggunaan Dana (RPD) dengan
ketentuan : Permohonan Penyaluran Tahap I (30%) pada Triwulan Kedua,
dilampiri Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun
sebelumnya, Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
untuk Tahun yang bersangkutan dan Foto Copy Rekening Kas Pemerintah
Desa. Permohonan Penyaluran Tahap II (40%) pada Triwulan Ketiga dan
Tahap III (30%) pada Triwulan Keempat, dilampiri Laporan Perkembangan
Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap sebelumnya.
4. Apa saja kewajiban bendahara desa dalam pengelolaan keuangan alokasi
dana desa?
Jawab: Bendahara Desa wajib menyelenggarakan Pembukuan terhadap
seluruh penerimaan dan pengeluaran desa. Pembukuan dengan menggunakan
sistem Akuntansi yang berterima umum dan sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP). Penatausahaan Penerimaan wajib dilaksanakan oleh
Bendahara Desa. Penatausahaan sebagaimana menggunakan: Buku kas
umum; Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan; Buku kas harian
pembantu. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang
yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban
penerimaan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
Laporan pertanggungjawaban penerimaan dilampiri dengan: Buku kas umum,
Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan; Bukti penerimaan lainnya
yang sah.
5. Apa saja kewajiban bendahara desa dalam Penatausahaan Pengeluaran
alokasi dana desa?
Jawab: Penatausahaan Pengeluaran wajib dilakukan oleh Bendahara Desa.
Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan pada Peraturan Desa
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau Peraturan Desa tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa melalui pengajuan Surat
Permintaan Pembayaran. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran harus
disetujui oleh Kepala Desa melalui Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuvangan
Desa (PTPKD). Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan
penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan
pertanggungjawaban pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat tanggal
10 bulan berikutnya. Dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalam
melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi: Buku kas umum; Buku
kas pembantu perincian obyek pengeluaran; Buku kas harian pembantu.
6. Apakah dalam pelaksanaan audit oleh pernah dilakukan teknik cek/tes?
Jawab: teknik cek/tes dalam Pemeriksaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa
sangat sering dilakukan oleh APARAT PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH pada Inspektorat Kabupaten Sintang. contohnya adalah: cek
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atau tes kebenaran penjumlahan, cek apakah barang yang dibeli telah diterima,

cek apakah merek mesin yang diterima sesuai dengan yang dipesan serta test

apakah peralatan yang dibeli adalah baru dan lengkap.

7. Apakah dalam pelaksanaan audit oleh APARAT PENGAWASAN
INTERN PEMERINTAH pernah dilakukan teknik uji?

Jawab: Teknik uji dalam Pemeriksaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa cukup

sering dilakukan oleh APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

pada Inspektorat Kabupaten Sintang. Uji adalah test yang dilakukan mencakup
hal-hal yan esensial. Contohnya adalah: uji rumus yang digunakan oleh
auditan, untuk sesuatu hal auditan mempunyai beberapa alternatif, APARAT

PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH menguji apakah alternatif yang

dipilih oleh auditan adalah alternatif yang terbaik serta uji apakah teknik

metode kerja yang digunakan oleh auditan adalah tepat, efisien, dan hemat.

8. Apakah dalam pelaksanaan audit alokasi dana desa oleh APARAT
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH pada Inspektorat Kabupaten
Sintang pernah dilakukan teknik footing?

Jawab: Teknik footing sangat sering dilakukan oleh APARAT

PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH pada Inspektorat Kabupaten

Sintang. Footing adalah menguji kebenaran penjumlahan sub total dan total

dari atas ke bawah (vertikal).

9. Apakah dalam pelaksanaan audit alokasi dana desa oleh APARAT
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH pada Inspektorat Kabupaten
Sintang pernah dilakukan teknik scanning?

Jawab: Teknik scanning sangat sering dilakukan oleh APARAT

PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH pada Inspektorat Kabupaten

Sintang. Scanning adalah penelaahan secara umum dan dilakukan dengan

cepat tetapi teliti untuk menemukan hal-hal yang tidak lazim, atau suatu

informasi/data. contohnya adalah: scanning terhadap buku tamu untuk
memperoleh data tentang pihak-pihak yang berhubungan dengan pemberian
suatu perizinan besar, serta scanning terhadap agenda surat-surat masuk /
keluar untuk memperoleh adanya surat-surat masuk/keluar yang memuat
informasi / data penting yang tidak lazim atau ada hubungannya dengan suatu

permasalahan .

10. Apakah dalam pelaksanaan audit alokasi dana desa oleh APARAT
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH pada Inspektorat Kabupaten
Sintang pernah dilakukan teknik analisis?

Jawab: Teknik analisis dalam Pemeriksaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

yang dilakukan oleh APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

pada Inspektorat Kabupaten Sintang sangat sering (dilakukan setiap kali
audit). Analisis adalah memecah / mengurai data / informasi ke dalam unsur-
unsur yang lebih kecil atau bagian — bagian sehingga dapat diketahui pola
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hubungan antara unsur atau unsur penting yang tersembunyi. Sebagai contoh,

biaya bahan bakar dan pelumas dianalisis (diurai) menurut penggunanya.

APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH menyusun suatu daftar

pesanan Inventaris kantor menganalisis menurut syarat penawarannya,

rekanan yang masuk, persetujuan, pembelian yang pernah dilakukan, analisis
biaya, jadwal, dan lain — lain.

11. Apakah dalam pelaksanaan audit alokasi dana desa oleh APARAT
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH pada Inspektorat Kabupaten
Sintang pernah dilakukan teknik observasi/pengamatan?

Jawab: teknik observasi/pengamatan dalam Pemeriksaan Pengelolaan Alokasi

Dana Desa sangat sering dilakukan oleh APARAT PENGAWASAN INTERN

PEMERINTAH pada Inspektorat Kabupaten Sintang. Observasi/ Pengamatan

adalah peninjauvan dan pengamatan atas suatu obyek secara hati — hati, ilmiah,

dan kontinyu selama kurun waktu tertentu untuk membuktikan suatu keadaan
atau masalah. Sering dilakukan dari jarak jauh dan tanpa disadari oleh pihak
yang diamati. Banyak mengandalkan panca indera, kecermatan dan imajinatif

APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH.Umum dilaksanakan

pada tahap survey pendahuluan. Untuk mendeteksi kondisi yang tidak

memenuhi syarat/kriteria.

12. Apakah dalam pelaksanaan audit alokasi dana desa oleh APARAT
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH pada Inspektorat Kabupaten
Sintang pernah dilakukan teknik verifikasi \?

Jawab: teknik verifikasi dalam Pemeriksaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa
sangat sering dilakukan oleh APARAT PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH pada Inspektorat Kabupaten Sintang. Verifikasi adalah
pengujian secara rinci dan teliti tentang kebenaran, ketelitian perhitungan,
kesahihan, pembukuan, pemilikan, dan eksistensi dari suatu masalah. contoh
verifikasi atas bahan bukti kas maka diteliti secara rinci atas : penjumlahan,
perkalian, perhitungan, kesesuaian angka dengan huruf, ketepatan nama dan
kegunaan (apakah memang diperlukan), Kesesuaian tanggal, prosedur telah
diikuti, ada otorisasi serta materi lengkap.

13. Apakah dalam pelaksanaan audit alokasi dana desa oleh APARAT
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH pada Inspektorat Kabupaten
Sintang pernah dilakukan teknik wawancara?

Jawab: Teknik wawancara sangat sering dilakukan dalam Pemeriksaan

Pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh APARAT PENGAWASAN INTERN

PEMERINTAH pada Inspektorat Kabupaten Sintang. hal-hal yang harus

disiapkan dalam wawancara adalah: Tentukan sumber informasi/obyek

wawancara, Jadwalkan wawancara labih dahulu, Buat persiapan materi dan
cara bertanya, Mulai dengan suasana yang bersahabat/hangat, Perhatikan dan
dengarkan, Usahakan agar pihak yang diwawancarai tidak mengetahui arah
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pembicaraan, Hindarkan pertanyaan yang cenderung jawabannya mengiyakan,

Tutuplah wawancara denan catatan positif, Dokumentasikan hasil wawancara,

serta Mintakan penegasan/persetujuan hasil wawancara dari pihak yang

diwawancarai.

14. Apakah dalam pelaksanaan audit alokasi dana desa oleh APARAT
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH pada Inspektorat Kabupaten
Sintang pernah dilakukan teknik evaluasi?

Jawab: Teknik evaluasi sangat sering (dilakukan setiap kali audit) oleh

APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH pada Inspektorat

Kabupaten Sintang Dalam teknik evaluasi pengendalian dikenal dengan teknik

menggambarkan dalam bagan arus (flowchart). Contohnya adalah: evaluasi

terhadap sistem informasi, evaluasi terhadap sistem pelaporan, evaluasi
terhadap kinerja dan sebagainya.

15. Apakah dalam pelaksanaan audit alokasi dana desa oleh APARAT
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH pada Inspektorat Kabupaten
Sintang pernah dilakukan teknik investigasi?

Jawab: Teknik investigasi jarang oleh APARAT PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH pada Inspektorat Kabupaten Sintang. Investigasi adalah suatu
upaya untuk mengupas secara ekstensif suatu permasalahan melalui
penjabaran, menguraikan, atau meneliti secara mendalam. Merupakan suatu
proses pendalaman dari verifikasi setelah adanya indikasi Indikasi dapat
diperoleh dari pelaksanaan teknik audit lainnya seperti wawancara,
pengamatan, verifikasi.

16. Apakah dalam pelaksanaan audit alokasi dana desa oleh APARAT
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH pada Inspektorat Kabupaten
Sintang pernah dilakukan teknik vouching?

Jawab: Teknik vouching sangat sering dilakukan oleh APARAT
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH pada Inspektorat Kabupaten
Sintang. Vouching adalah menelusur suatu informasi/data dalam suatu
dokumen ke pencatatan pendukungnya menuju kepada adanya bukti
pendukungnya. Atau menelusur mengikuti ketentuan/prosedur yang berlaku
dari hasil menuju awal kegiatan. Vouching hanya mengecek adanya bukti
tetapi belum meneliti isinya (substantif).  Contohnya adalah pemeriksaan
termin pembayaran kontrak pemborongan dilakukan dengan mentrasir dari
laporan kecatatan buku kemudian ke bukti kuitansi pembayaran, yang
dihubungkan dengan berita acara pemeriksaan penyelesaian fisik.

17. Apakah dalam pelaksanaan audit alokasi dana desa oleh APARAT
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH pada Inspektorat Kabupaten
Sintang pernah dilakukan teknik trasir?

Jawab: Teknik trasir sangat sering dilakukan oleh APARAT PENGAWASAN

INTERN PEMERINTAH pada Inspektorat Kabupaten Sintang. Trasir adalah
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menelusur suatu bukti transaksi/kejadian menuju ke penyajian / informasi

dalam suatu dokumen. Atau menelusur mengikuti ketentuan/ prosedur yang

berlaku dari awal menuju hasil akhir suatu kegiatan. Menurut Kepala

Inspektorat Kabupaten Sintang contohnya adalah: pemeriksa mengambil

secara suatu bukti penerimaan, kemudian menelusuri kepencatatan buku kas,

pencatatan ke buku pengawasan setoran, selanjutnya kelaporan penerimaan
bulanan.

18. Apakah dalam pelaksanaan audit alokasi dana desa oleh APARAT
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH pada Inspektorat Kabupaten
Sintang pernah dilakukan teknik rekonsiliasi?

Jawab: Teknik rekonsiliasi cukup sering dilakukan oleh APARAT

PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH pada Inspektorat Kabupaten

Sintang. Rekonsiliasi adalah mencocokan dua data yang terpisah, mengenai

hal yang sama yang dikerjakan oleh instansi/unit / bagian yang berbeda.

Rekonsiliasi lazim digunakan untuk saldo buku bank auditan dengan rekening

Koran dari Bank ataupun rekonsiliasi saldo persediaan barang menurut buku

dengan jumlah barang digudang.

19. Apakah dalam pelaksanaan audit alokasi dana desa oleh APARAT
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH pada Inspektorat Kabupaten
Sintang pernah dilakukan teknik konfirmasi?

Jawab: Teknik konfirmasi dalam Pemeriksaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

sering dilakukan oleh APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

pada Inspektorat Kabupaten Sintang. Konfirmasi dapat dilakukan dengan lisan
yaitu dengan wawancara langsung kepada pihak yang bersangkutan, atau
dapat dilakukan secara tertulis dengan mengirimkan surat konfirmasi.

Konfirmasi positif yaitu konfirmasi yang harus dijawab secara tertulis oleh

pihak luar tersebut mengenai data yang diminta, dan konfirmasi negatif yaitu

Konfirmasi yang meminta jawaban tertulis bila data yang dikonfirmasikan

berbeda/salah, dan tidak perlu dijawab apabila yang dikonfirmasikan telah

sama/benar dengan data yang bersangkutan.

20. Apakah dalam pelaksanaan audit alokasi dana desa oleh APARAT
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH pada Inspektorat Kabupaten
Sintang pernah dilakukan teknik pembandingan?

Jawab: Teknik pembandingan sering dilakukan oleh APARAT

PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH pada Inspektorat Kabupaten

Sintang, yaitu dengan membandingkan data dari satu unit kerja dengan data

dari unit kerja yang lain, atas hal yang sama dan periode yang sama atau hal

yang sama dari periode yang berbeda, kemudian ditarik kesimpulannya.

Contohnya adalah membandingkan jumliah pemakaian barang menurut

administrasi unit kerja pemakai dengan jumlah pemakaian unit tersebut
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menurut administrasi gudang serta membandingkan harga beli dengan harga

pasar menurut penawaran umum.

21. Apakah dalam pelaksanaan audit alokasi dana desa oleh APARAT
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH pada Inspektorat Kabupaten
Sintang pernah dilakukan teknik prosedur analisis?

Jawab: Teknik prosedur analisis tidak pernah dilakukan oleh APARAT

PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH pada Inspektorat Kabupaten

Sintang dalam Pemeriksaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Menurut Kepala

Inspektorat Kabupaten Sintang hal ini disebabkan prosedur analisis cukup

berat dilakukan, karena harus membuat Analisis Ratio, Analisis Pasar,

Analisis Tren, Analisis Industri serta Perbandingan Dengan Instansi / Unit

Kerja lain yang diketahui lain oleh APARAT PENGAWASAN INTERN

PEMERINTAH.

22. Apakah dalam pelaksanaan audit alokasi dana desa oleh APARAT
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH pada Inspektorat Kabupaten
Sintang pernah dilakukan teknik inventarisasi/opname?

Jawab: audit yang oleh APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

pada Inspektorat Kabupaten Sintang. Inventarisasi adalah pemeriksaan fisik

dengan menghitung fisik barang, menilai kondisinya (rusak berat, rusak
ringan, baik, dan membandingkannya dengan saldo menurut buku

(administrasi), kemudian mencari sebab-sebab terjadinya perbedaan apabila

ada. Dapat diterapkan seperti terhadap : barang inventaris, perabot kantor,

kebun ataupun ternak, kas, persediaan barang, sejauh ada fisiknya.

23. Apakah dalam pelaksanaan audit alokasi dana desa oleh APARAT
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH pada Inspektorat Kabupaten
Sintang pernah dilakukan teknik inpeksi?

Jawab: Teknik inpeksi dalam Pemeriksaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

sering dilakukan oleh APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

pada Inspektorat Kabupaten Sintang. Inspeksi adalah meneliti secara langsung
ketempat kejadian, yang lazim pula disebut on the spot, yang dilakukan secara
selintas, tidak rinci tetapi teliti.

24. Apakah APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH pada
Inspektorat Kabupaten Sintang APARAT PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH memiliki integritas yang tinggi?

Jawab: Tingkat integritas APARAT PENGAWASAN INTERN

PEMERINTAH Inspektorat Kabupaten Sintang cukup tinggi. Integritas adalah

kepribadian yang dilandasi unsur jujur, berani, bijaksana dan bertanggung

jawab sehingga menimbulkan kepercayaan dan rasa hormat, seperti: kejujuran,
keberanian, bijaksana, serta bertanggung jawab. Unsur perilaku yang dapat
menunjang aturan perilaku ini antara lain: memandang suatu masalah dengan
berdasarkan ketentuan yang berlaku, dalam menyusun rekomendasi, APARAT
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PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH harus berpegang kepada
ketentuan peraturan yang berlaku dengan tetap mempertimbangkan agar
rekomendasi dapat dilaksankan, memiliki rasa tanggung jawab bila hasil
auditnya ternyata masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan, memiliki
kepercayaan diri yang kuat, berani menghadapi segala resiko yang
berhubungan dengan pekerjaannya, dapat memotivasi diri dengan
menunjukkan antusiasme yang konsisten serta berbuat selalu sopan terhadap
pihak yang diauditnya.

25. Apakah APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH pada
Inspektorat Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugasnya senantiasa
harus menjaga penampilannya?

Jawab: Penampilan APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
pada Inspektorat Kabupaten Sintang cukup baik. Unsur penampilan yang
dapat menunjang aturan perilaku ini adalah: berpakaian sederhana, sopan, rapi
sesuai dengan kelaziman, gaya bicara yang wajar, tidak berbelit-belit, dan
menguasai pokok permasalahan, rambut tersisir rapi, nada suara yang wajar,
sopan tidak membentak-bentak ataupun dibuat-buat serta cara duduk yang
sopan.

26. Apakah APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH pada
Inspektorat Kabupaten Sintang mampu menjalin interaksi yang sehat
dengan pihak yang diaudit?

Jawab: APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH pada

Inspektorat Kabupaten Sintang cukup mampu untuk menjalin interaksi yang

sehat dengan pihak yang diaudit. Kepala Inspektorat Kabupaten Sintang

menyatakan unsur perilaku yang dapat menunjang Aturan Perilaku ini adalah:

Mampu berkomunikasi secara persuasif dengan pihak yang diaudit,

memperlakukan pihak yang diauditnya sebagai subyek, bukan obyek serta

dapat dan mampu mengerti kesibukan obyek yang diauditnya dan tidak
menjadikan urusan audit adalah pekerjaan yang utama di tempat pihak yang
diaudit, namaun kelancaran dan ketepatan tugas audit tetap terjaga.

27. Apakah APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH pada
Inspektorat Kabupaten Sintang mampu menciptakan iklim kerja yang baik
dengan pihak yang diperiksa?

Jawab: Kemampuan APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

pada Inspektorat Kabupaten Sintang untuk menciptakan iklim kerja yang baik

dengan pihak yang diperiksa cukup baik. Unsur perilaku yang dapat
menunjang aturan perilaku ini adalah: APARAT PENGAWASAN INTERN

PEMERINTAH harus menjaga independensinya terhadap obyek yang diaudit

dengan cara berkeberatan mengaudit orang yang memiliki hubungan pribadi,

hubungan persahabatan, hubungan dagang, hubungan keluarga, atau hubungan
kevangan dengan pihak yang diauditnya, tidak memanfaatkan pihak yang
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diaudit sebagai sumber untuk memperoleh keuntungan pribadi, mencari

informasi atau data dengan tidak berbelit-belit atau mengada-ada serta dapat

menumbuhkan dan membina sikap yang positif.

28. Bagaimana Ketaatan  APARAT  PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH Inspektorat Kabupaten Sintang terhadap peraturan
perundang-undangan yang berlaku?

Jawab: Ketaatan APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
Inspektorat Kabupaten Sintang terhadap peraturan perundang-undangan yang
berlaku sangat baik. Unsur perilaku yang dapat menunjang aturan perilaku ini
adalah : memberi contoh yang baik dalam menaati dan melaksanakan
peraturan perundang-undangan, berusaha agar setiap peraturan perundang-
undangan yang berlaku ditaati oleh masyarakat, tidak menyalahkan wewenang
sebagai APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH, tidak
melakukan audit terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan surat tugas dan
tidak memperpanjang waktu audit ataupun tidak menerima dan atau memberi
imbalan dalam bentuk apapun kepada dan/atau dari pihak-pihak yang secara
langsung ataupun tidak langsung turut menentukan penugasan tersebut.

29. Apakah APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH selalu
menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, rahasia obyek yang diperiksa ?

Jawab: APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH selalu

menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, rahasia obyek yang diperiksa.

Setiap APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH wajib. unsur

perilaku yang dapat menunjang aturan perilaku ini adalah tidak menyebar

luaskan hal-hal yang bersifat rahasia kepada pihak yang tidak berkepentingan.

Yang tidak boleh disebarluaskan antara lain dapat berbentuk: dokumen

tertulis, seperti surat, notulen rapat, laporan Hasil Audit (LHA), peta, dan lain-

lain, informasi secara lisan dan/atau rekaman suara serta perintah atau
keputusan lisan dari atasan terlebih-lebih lagi bila dilakukan dengan sengaja
dan/atau tujuan pribadi.
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TRANSKRIP HASIL. WAWANCARA

Nama Mahasiswa : Yotham
NIM : 500643755
Judul . Implementasi Audit Dalam Pelaksanaan Pemeriksaan

Alokasi Dana Desa Oleh Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah Pada Inspektorat Kabupaten Sintang
Nama Yang : Inspektur Pembantu Pada Inspektorat Kabupaten
Diwawancara Sintang

1. Apa yang harus dipahami oleh APARAT PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH dalam melakukan audit keuangan alokasi dana desa?

Jawab: APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH yang akan
bertugas melakukan pemeriksaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa harus
memahami dasar-dasar sistim akuntansi dan keuangan serta sistem
pengendalian manajemen, karena seluruh kegiatan operaisonal tentu
berhubungan dengan keuangan dan manajemen. Latar belakang pendidikan
dan pengalaman harus menunjang rencana audit jangka panjang, rencana audit
jangka pendek, dan kegiatan-kegiatan yang akan di audit. Mereka terlebih
dahulu harus dilatih tentang standar akuntansi dan keuangan pemerintah,
standar audit aparat pengawasan fungsional pemerintah, dan pengetahuan
teknis yang berkaitan dengan kegiatan auditan. APARAT PENGAWASAN
INTERN PEMERINTAH yang akan bertugas melakukan pemeriksaan
Pengelolaan Alokasi Dana Desa harus mempunyai pengalaman kerja yang luas
pada kegiatan operasional tertentu dan harus memahami sistem administrasi
(akuntansi) dan keuangan pemerintah, dan harus mampu untuk mengarahkan
dan mengelola rencana audit jangka panjang dan rencana audit jangka pendek.

2. Apa yang harus dipahami oleh APARAT PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH dalam melakukan audit ketaatan alokasi dana desa?

Jawab: Permintaan data harus berupa pertanyaan yang spesifik menyangkut
kegiatan operasi objek yang diaudit, seperti prosedur-prosedur, kebijaksanaan
dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan. Dalam pelaksanaan audit yang
tidak untuk pertama kalinya, pelaksanaan suervey pendahuluan dapat
dipersingkat karena data dan informasi yang diperlukan sudah diperoleh pada
pelaksanaan audit sebelumnya.

3. Apa yang harus dimiliki dalam audit ketaatan tersebut?

Jawab: Ketersediaan dokumen merupakan salah satu faktor yang
mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan Alokasi Dana Desa.
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Materi pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkaitan
dengan ketersediaan dokumen adalah berupa Peraturan Desa. Dapatkan
Peraturan Desa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan
Pemusyawaratan Desa. Periksa apakah Peraturan Desa tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau kepentingan
umum. Periksa apakah dalam rangka Rancangan Peraturan Desa telah
memberikan kesempatan pada masyarakat untuk memberikan masukan secara
Nsan atau tertulis. Periksa apakah Kepala Desa melalui camat telah
menyampaikan  Peraturan Desa kepada Bupati Sintang sebagai bahan
pembinaan dan pengawasan 7 hari setelah ditetapkan.

4. Bagaimana pelaksanaan audit operasional dalam pemeriksaan alokasi dana
desa?

Jawab: Audit ketaatan dalam Pemeriksaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa
dilakukan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa. Kegiatan yang dilakukan untuk pemeriksaan Rancangan
Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tersebut
adalah: Periksa apakah Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan
Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa kepada Bupati Sintang
untuk dievaluasi tepat waktu kalau tidak apa sebabnya. Periksa apakah hasil
evaluasi Bupati Sintang terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disampaikan kepada Kepala Desa
tepat waktu, kalau tidak cari penyebabnya. Dapatkan hasil evaluasi Bupati
Sintang terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa. Periksa apakah Kepala Desa menindaklanjuti hasil evaluasi
Bupati Sintang tersebut.

5. Bagaimanakah tingkat kecakapan prosefesional para APARAT
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH?

Jawab: APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH harus
melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar teknis dan profesional yang
relevan. Setiap APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH pada
Inspektorat Kabupaten Sintang harus meningkatkan kecakapan profesionalnya,
agar mampu memberikan manfaat optimum dalam pelaksanaan tugasnya.
Belum semua APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH pada
Inpektorat Kabupaten Sintang telah memiliki tingkat pelatihan dan keahlian
teknis. Inpektorat Kabupaten Sintang harus merumuskan kebijakan dan
prosedur pengendalian mutu mengenai penugasan APARAT PENGAWASAN
INTERN PEMERINTAH untuk memberikan keyakinan memadai bahwa
penugasan akan dilaksanakan oleh staf profesional yang memiliki tingkat
pelatihan dan keahlian teknis untuk penugasan tersebut.
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6. Bagaimanakah Mekanisme dan sistimatika laporan pemantauan dan
pemutakhiran tindak lanjut hasil Pemeriksaan Pengelolaan Alokasi Dana
Desa ?

Jawab: Mekanisme dan sistimatika laporan pemantauan dan pemutakhiran
tindak lanjut hasil Pemeriksaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah
Inspektorat Kabupaten Sintang mempersiapkan bahan pemantauan tindak
lanjut hasil pengawasan berupa data temuan, penyebab, rekomendasi hasil
pengawasan dalam bentuk daftar inventarisasi. Inspektorat Kabupaten Sintang
memantau tindak lanjut atas hasil pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan
Desa dengan membentuk Tim Pemantau. Tim Pemantau melaporkan hasil
pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan kepada Inspektur Kabupaten
Sintang. Inspektur Kabupaten Sintang melaporkan hasil pemantauan tindak
lanjut kepada Bupati Sintang dengan tembusan Gubernur.

7. Bagaimana Pemutakhiran tindak lanjut hasi] pengawasan?

Jawab: Inspektorat Kabupaten Sintang mempersiapkan bahan pemutakhiran
tindak lanjut hasil pengawasan berupa laporan hasil pemantauan.
Pemutakhiran tindaklanjut hasil pengawasan Kabupaten Sintang dikoordinir
oleh Wakil Bupati. Hasil rapat pemutakhiran tindaklanjut hasil pengawasan
Kabupaten dilaporkan Bupati Sintang kepada Gubernur dengan tembusan
Menteri Dalam Negeri.  Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Pengelolaan Alokasi Dana Desa terdiri atas 2 (dua) macam, yaitu laporan
bentuk surat dan bentuk bab. Laporan bentuk surat berisi: Gambaran secara
umum pelaksanaan pemantavan/pemutakhiran tindak lanjut hasil Pemeriksaan
Pengelolaan Alokasi Dana Desa serta membertkan masukan/saran mengenai
langkah-langkah yang perlu diambil.

8. Apa saja Standar tindak lanjut Pemeriksaan Pengelolaan Alokasi Dana?

Jawab: Standar tindak lanjut Pemeriksaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa
terdiri atas 4 (empat) butir standar. Yang pertama adalah APARAT
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH harus mengkomunikasikan
kepada manajemen auditan bahwa tanggung jawab untuk menyelesaikan atau
menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi berada pada pihak auditan.
Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui sebagian besar subjek
penelitian menyatakan APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
pada Inspektorat Kabupaten Sintang telah membuat rekomendasi tindak lanjut
hasil temuan Pemeriksaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42420.pdf

TRANSKRIP HASIL. WAWANCARA

Nama Mahasiswa : Yotham
NIM 1 500643755
Judul :  Implementasi Audit Dalam Pelaksanaan Pemeriksaan

Alokasi Dana Desa Oleh Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah Pada Inspektorat Kabupaten Sintang
Nama Yang :  Kepala Desa
Diwawancara

1. Apakah dalam pelaksanaan audit alokasi dana desa yang dilakukan oleh
APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH pada Inspektorat
Kabupaten Sintang telah bersifat independen?

Jawab: cukup independen

2. Apakah dalam pelaksanaan audit alokasi dana desa pada Inspektorat
Kabupaten Sintang penugasan dilaksanakan oleh staf yang memiliki
tingkat pelatihan dan keahlian teknis untuk penugasan tersebut?

Jawab: sebagian kecil memiliki tingkat pelatihan dan keahlian teknis

3. Apakah dalam pelaksanaan audit alokasi dana desa pada Inspektorat
Kabupaten Sintang telah dilaksanakan konsultasi untuk memberikan
keyakinan memadai bahwa APARAT PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH akan memperoleh informasi memadai sesuai yang
dibutuhkan dari orang yang memiliki tingkat pengetahuan, kompetensi,
pertimbangan, dan wewenang memadai?

Jawab: kadang-kadang

4. Apakah APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH pada
Inspektorat Kabupaten Sintang telah menaati segala peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang
dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdiaan, kesadaran dan
tanggung jawab?

Jawab: selalu

5. Apakah APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH pada
Inspektorat Kabupaten Sintang memiliki semangat pengabdian yang tingi
kepada organisasinya?

Jawab: cukup memiliki

6. Apakah APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH pada
Inspektorat Kabupaten Sintang APARAT PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH memiliki keahlian yang diperlukan dalam tugasnya?

Jawab: cukup memiliki

7. Apakah APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH pada
Inspektorat Kabupaten Sintang APARAT PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH memiliki integritas yang tinggi?

Jawab: cukup memiliki
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8. Apakah APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH pada
Inspektorat Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugasnya selalu
mempertahankan obyektivitasnya?

Jawab: kadang-kadang

9. Apakah APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH pada
Inspektorat Kabupaten Sintang bersedia menyimpan rahasia jabatan,
rahasia negara, rahasia obyek yang diperiksa serta hanya dapat
mengemukakannya kepada dan atas perintah pejabat yang berwenang atas
kuasa peraturan perundang-undangan?

Jawab: kadang-kadang

10. Apakah APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH pada
Inspektorat Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugasnya selalu
menggalang kerjasama yang sehat dengan sesama APARAT
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH?

Jawab: selalu

11. Apakah APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH pada
Inspektorat Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugasnya selalu
mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama APARAT
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH?

Jawab: kadang-kadang

12. Apakah APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH pada
Inspektorat Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugasnya memiliki
rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaan diantara sesama APARAT
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH?

Jawab: cukup memuiliki

13. Apakah APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH pada
Inspektorat Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugasnya senantiasa
harus menjaga penampilannya?

Jawab: kadang-kadang

14. Apakah APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH pada
Inspektorat Kabupaten Sintang mampu menjalin interaksi yang sehat
dengan pihak yang diaudit?

Jawab: cukup mampu

15. Apakah APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH pada
Inspektorat Kabupaten Sintang mampu menciptakan iklim kerja yang baik
dengan pihak yang diperiksa?

Jawab: cukup mampu

16. Apakah APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH pada
Inspektorat Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugasnya selalu
menggalang kerjasama yang sehat dengan pihak yang diaudit?

Jawab: kadang-kadang
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